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NOMOR 08 TAHUN 2OT2

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

NOMOR 19 TAHUN 2OLO TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DAN ANGKA KREDITI{YA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTEzu TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang bahwa sebagai pelaksanaan ketentrran ,Pasal 38 Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2O1O tentang Jabatan
fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Angka Kreditnya,
perlu rnenetapkan Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 19 Tahun 2OLO tentang Jabatan Fungsional Pengawas
Ketenagakedaan dan Angka Kreditnya;

: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang
Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan
Perburuhan Tahun L948 Nomor 23 dari Republik
Indonesia untuk seluruh Indonesia Pengawasan
Perburuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 1951);

2. Undang-Undang Nomor I Tahun lgTO tentang
Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun l97O Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 29L8);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun L974 tentang Pokok-
' pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun L974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun L999 (Lembaran

Mengingat
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Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
38eO);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahr:n 2OO3 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Nqmor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

5. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2O03 tentang
Pengesahan ILO Convention No.81 Concerning Labour
Inspection In Industry And Commerce (Konvensi ILO
No. 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam
Industri dan Perdagangan (Lembaran Negara Repu.blik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a3O9);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesaia Tahun 2OO4 Nomor 55, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), s,sfagaimana
telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor L2 Tahun 2OOB tentang Perubahan Kedr-r.a Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambatran Lembaran
Negara Republik Inflonesia Nomor a8afl;
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang
Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor
7, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor
2797);
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahr-rn L994 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 40 Tahun 20 10 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OLO Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5123);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2OOO tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOO Nomor 194, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nornor 5+ Tahr:n
2OO3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3
Nomor L22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a332);

7.

8.

9.
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2OOO tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O0O Nomor 195, Tambal.an Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2OO2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aL92);

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2OOO tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor L96, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40L7)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PEmerintah
Nomor t2 Tahun 2OO2 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO2 Nornor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nqmor a193);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 1O1 Tahun 2OOO tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nornor
198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4O19);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2OO3 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah
dengan Peratr:ran Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nornor
L6al;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tatrun 2O1O tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OLO Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

15. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun L999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

16. Peraturan Presiden Nomqr 47 Tahun 2OO9 tentang
Pembenhrkan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peratrrran Presiden Nomor 91 Tahun 2OLL;

17. Peraturan Presiden Nomor 2L Tahun 2O1O tentang
Pengawasan Ketenagakerjaan; .

18. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2OlO tentang
Kedudukan, T\rgas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, T\rgas, dan Fungsi Eselon I
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Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92
Tahun 2OLL;

19. Peraturan Menteri Negara Pend.ayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2O1O tentang
Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Angka
Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BERSAMA MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 19 TAHUN 2OLO
TENTANG JAE}ATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
KETENAGAKERJAAN DAN ANGKA KREDITi\TYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Peratr-rran Bersarna ini yang dirnaksud dengan:
1. Jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan adalah

jabatan yang mernpunyai rLrang lingkup, tugas,
tanggung jawab, dan wewenang untr:k rnelakukan
kegiatan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan
serta pembinaan dan pengembangan sistem pengawasan
ketenagakedaan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

2. Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil
yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak
secara penuh oleh pejabat yang berwenang u.ntuk
melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan
ketenagakedaan serta pembinaan dan pengembangan
sistem pengawasan ketenagakerjaan sestrai dengan
peratr:ran perundang-undangan.

3. Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan
mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peratr:.ran
perundang-r:ndangan di bidang ketenagakerjaan.

4. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang
dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan dalam
rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan
di bidang ketenagakerjaan yang terdiri dari
pemeriksaan pertama, p€freriksaan berkala
pemeriksaan khusus dan pemeriksaan ulang.
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5. Pengujian adalah kegiatan penilaian terhadap suatu
objek pengawasan ketenagakerjaan melalui
perhitr:ngan, analisa dan pengetesan sesuai dengan
ketentuan atau standar yang berlaku.

6. Pemeriksaan dan/atau Pengujian Pertama adalah
pemeriksaan dan atau pengujian yang dilakukan oleh
Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan jenjang
jabatannya terhadap obyek pengawasan
ketenagakerjaan, baik yang baru dan/atau yang belum
pernah diperiksa dan atau diuji.

7. Pemeriksaan dan/ atau Pengujian Berkala adalah
pemeriksaan dan atau pengujian yang dilakr:kan
secara periodik sesr:ai dengan jadwal yang telah
ditetapkan untuk mengetahui perbaikan-perbaikan
yang dilakukan oleh perusahaan atas pelaksanaan
peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan
berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian
terdahulu.

8. Pemeriksaan dan/atau Pengujian Ulang adalah
pemeriksaan dan atau pengujian kernbali oleh
Pengawas Ketenagakerjaan yang lebih senior atas
perintah pimpinan unit pengawasan ketenagakerjaan
karena masih adanya keraguan terhadap hasil
pemeriksaan danf atau pengujian terdahulu.

9. Pemeriksaan dan/atau Pengujian Khusus adalah
pemeriksaan dan/atar: pengujian yang dilakukan
terhadap masalah ketenagakerjaan yang bersifat
khusus dan/atau rnendesak.

1O. Pembinaan ketenagakerjaan adalah pembinaan yang
dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan terhadap
pekerja, pengusaha, pengurus/anggota kelembagaan
ketenagakerjaan untuk mewujudkan kemampr:an dan
kesadaran pemahamannya tentang peratr:.ran
perundang-undangan ketenagakerj aan.

I 1. Penyidikan adalah serangkaian tindakan dalam hal
dan menurut cara yang diatur dalam peraturan
perrrndang-undangan yang berlakr-r, untuk mencari
serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu
membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi
dan guna Menemukan tersangkanya.

L2. Perhitungan Obyek pengawasan norma ketenagakerjaan
adalah rangkaian kegiatan Pengawas Ketenagakerjaan
berupa penilaian dan penelitian terhadap suatu obyek
pengawasan norma ketenagakerjaan tertentu yang
meliputi upah, upah lembur, tunjangan hari raya,
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jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, atau
penyakit akibat kerja dan hak-hak atas adanya
pemr-rtusan hubungan kerja.

13. Perhitungan obyek pengawasan keselamatan dan
kesehatan kerja adalah rangkaian kegiatan pengawasan
ketenagakerjaan berupa penilaian dan penelitian
terhadap obyek pengawasan keselamatan dan
kesehatan kerja tertentu, yang diperlukan untuk proses
perijinan.

L4. Pejabat yang berwenang adalah pejabat pernbina
kepegawaian yang bersangkutan yang mempunyai
kewenangan untuk mengangkat, mernbebaskan sernentara,
dan memberhentikan dalam dan dari jabatan fungsional
Pengawas Ketenagakeq' aan.

15. Angka kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau
akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai
oleh Pengawas Ketenagakerjaan dan digunakan sebagai
salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan
jabatarr/ pangkat.

L6. Tim Penilai Jabatan fr-rngsional Pengawas
Ketenagakerjaan adalah tim penilai yang dibentuk dan
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas
menilai prestasi ke{a Pengawas Ketenagakedaan,
selanjutnya disebut Tim Penilai.

L7. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan
fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan bukan
pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB II
KEDUDUI(AN, TUGAS POKOK, RUMPUN JABATAN, DAN

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Bagian Kesatu
Kedudr:kan

Pasal 2

Pengawas Ketenagakerjaan berkedudukan sebagai pelaksana
teknis fungsional di bidang pengawasan ketenagakerjaan pada
instansi pemerintah pusat, pemerirftah provinsi, dan
pemerintah kabupaten / kota.

Bagian Kedua
T\:gas Pokok

Pasal 3

T\rgas pokok Pengawas Ketenagakerjaan adalah rnelaksanakan
kegiatan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan serta
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pembinaan dan pengembangan sistem pengawasan
ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga
Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan terrnasuk dalarn
rumpun Pengawas Kualitas dan Keamanan.

Bagian Keempat
Jenjang Jabatan, Pangkat dan Golongan Ruang

Pasal 5

Jenjang jabatan, pangkat dan golongan ruang pengawas
Ketenagakerj aan, yaitu:
a. Pengawas Ketenagb.keq'aan Pertama, terdiri dari:

1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

b. Pengawas Ketenagakerjaan Muda, terdiri dari:
1. Penata, golongan ruang III/c; dan
2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

c. Pengawas Ketenagakedaan Madya, terdiri dari:
1. Pembina, golongan ruang IY /a;
2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
3. Pembina Utama Muda, golongan ruang ly/c.

BAB III
zuNCIAN KEGIATAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SESUAI

DENGAN JENJANG JABATAN YANG DINILAI

Pasal 6

(1) Rincian kegiatan Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan
jenjang jabatan, sebagai berikut:
a. Pengawas Ketenagakerjaan Pertama, yaitu:

1. Men5nrsun dan menelaah data objek pengawas€rn
ketenagakerjaan;

2. Men5rusun renc€rna kerja pemeriksaan objek
pengawasan ketenagakerj aan ;

3. Men5rusun rencalta kerja pembinaan dasar
ketenagakerjaan;

4. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan berkara
nonna waktu kerja dan waktu istirahat.
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5. Melaksanakan pemeriksaan pertama d.an/atau
berkala norma pengupahan;

6. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau
berkala nerrna hubungan kerja;

7. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau
berkala norrna jamsostek;

8. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau
berkala norrna kerja anak;

9. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau
berkala norrna kerja perempLran;

10. Melaksanakan pemeriksaan pertarna dan/atau
berkala norma penempatan tenaga kerja dalarn
negeri;

11. Melaksanakan pemeriksaan pertama d.an/atau
berkala norma penempatan tenaga kerja ke luar
negeri;

12. Melaksanaka' pemeriksaan pertama dan/atau
berkala norma penggunaan tenaga kerja asing;

13. Melaksanakan pemeriksaan pertarna dan/atau
berkala rrorrna pelatihan kerja;

14. Melaksanal<an pemeriksaan pertarna dan/atau
berkala norrna wajib lapor ketenagakedaan;

15. Melaksanakan pemeriksaan pertama d.an/atau
berkala no*na keselamatan kerja pesawat angkat
dan angkut;

16. Melaksanaka' pemeriksaan pertarna dan/atau
berkala norrna keselamatan kerja pesawat uap;

17. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau
berkala nonna keselamatan kerja bejana bertekanan;

18. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau
berkala norrna keselarnatan kerja pesawat tenaga
dan produksi;

19. Melaksanaka' pemeriksaan pertama dan/atau
berkala norrna keselamatan kerja listrik;

20. Melaksanaka' pemeriksaan pertama d.an/atau
berkala norma keselamatan kerja petir;

21. Melaksanakan pemeriksaan pertama d.an/atau
berkala norrna keselamatan kerja lift;

22. Melaksanakan pemeriksaa' pertama da./atau
berkala llorma keselamata,rr kerja pekeryaan
konstruksi bangunan;

23. Melaksanakan pemeriksaan pertama d.an/atau
berkala norrna penanggulangan kebakaran;
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24. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau
berkala norma las;

25. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau
berkala norma pela5ranan kesehatan kerja;

26. Melaksanakarr pemeriksaan pertama dan/atau
berkala nonna pemeriksaan kesehatan tenaga. kerja;

27. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan berkala
norrna penyelenggaraan gizi keqa bagi tenaga kerja
dan atau makanan (catering);

28. Melaksanakan perneriksaan pertama dan berkala
norrna lingkr:ngan kerja;

29. Melaksanakan pemeriksaan pertarna dan berkala
norrna higiene perusahaan dan sanitasi;

30. Melaksanakan pemeriksaan pertarna dan berkala
norrna pengendalian bahan berbahaya beracun;

31. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan berkala
norrna pengolahan lirnbah industri;

32. Melaksanakan perneriksaan pertama dan berkala
norrna ergonomi;

33. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan berkala
nonna alat pelindung diri;

34. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan berkaia
norrna kelembagaan keselamatan dan kesehatan
kerja;

35. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan berkala
norrna tenaga personil keselamatan dan kesehatan
kerja;

36. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan berkala
sarana dan fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja;

37. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan berkala
norrna SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja);

38. Melaksanakan pemeriksaan kecelakaan
kerja/ penyakit akibat kerja (PAK) ;

39. Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan
penrndang-undangan ketenagakeqaan dalarn
pembtratan laporan kejadian tindak pidana;

40. Melaksanakan pembinaan dasar ketenagakerjaan
terhadap tenaga kerja;

41. Melaksanakan pembinaan dasar ketenagakedaan
terhadap pengusaha; dan

42.Melaksanakan pembinaan dasar ketenagake4jaan
terhadap lernb aga / organi sasi.
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b. Pengawas Ketenagakerjaan Muda:
1. Menyusun dan menelaah data pengujian obyek

pengawasan ketenagakeq' aan;
2. Men5rusun rencana kerja pengujian objek pengawasan

ketenagakerjaan da4. atau keselamatan dan kesehatan
kerja;

3. Men5rusun rencana kerja pembinaan tehnis/lanjutan
ketenagakerjaan;

4. Melaksanakarr pemeriksaan ulang norrna
ketenagakerjaan;

5. Melaksanakan pemeriksaan ulang norrna keselamatan
dan kesehatan keda;

6. Melaksanakan pengujian pertarna dan/atau berkala di
bidang waktrr kerja dan waktu istirahat;

7. Melaksanakan pengujian pertarna dan atau berkala d.i
bidang pengupahan;

8. Melaksanakan pengujian pertama dan atau berkala di
bidang hubungan kerja;

9. Melaksanakan pengujian pertama dan atau berkala di
bidang jamsostek;

10. Melaksanakarr pengujian pertama dan atau berkala di
bidang pekerja anak;

11. Melaksanakan pengujian pertama dan atau berkala di
bidang pekerja perempuan;

12. Melaksanakan pengujian pertama dan atau berka-la di
bidang penempatan tenaga kerja;

13. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di
bidang pelatihan kerja;

14. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di
bidang instalasi listrik dan/atau petir;

15. Melaksanakan pengujia.n pertama dan/atau berkala d.i
bidang lift;

16. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di
bidang penanggulangan kebakaran;

17. Melaksanakanr pengujian pertama dan/atau berkara di
bidang pesawat angkat dan angkut;

18. Melaksana]<arr pengujian pertama dan/atau berkala di
bidang pesawat tenaga dan produksi;

19. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di
bidang pesawat uap;

20. Melaksanakan pengujian pertarna da'/atau berkala di
bidang bejana bertekanan;
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21. Melaksanakan pengujian pertarna dan/atau berkala di
bidang instalasi pipa;

22. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di
bidang pekerjaan konstruksi bangunan;

23. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkata di
bidang kesehatan tenaga Kerja;

24. MeLaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di
bidang instalasi bahaya besar (major lnazau.dl;

25. Melaksanakan pengujian pertama daar/a1as berkala di
bidang lingk-rngan keda;

26. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di
bidang sarana pelayanan kesehatan kerja;

27. Melaksanakan perhitungan dan/atau penetapan
obyek pengawasan ketenagakerjaan di bidang wal<tu
kerja dan wal<fu istiratrat;

28. Melaksanal<an perhitungan dan/atarr penetapan
obyek pengawasan ketenagakerjaan di bidang
pengupal-an;

29. Melaksanakan perhitungan dan/atau penetapan
obyek pengawasan ketenagakerjaan di bidang
jamsostek;

30. Melaksanaka"n perhitungan dalam rangka proses
pengesahan/penzinan obyek l)engawasan

32.

keselamatan dan kesehatan kerja di bidang kesehatan
kerja;
Melaksanakan perhitungan dalam rangka proses
pengesahan/peitzinan obyek pengawasan
keselamatan dan kesehatarr kerja di bidang keselamat
kerja;
Melaksanakarr perhitungan dalam rangka proses
pengesahan/ perizinan obyek pengawasan
keselarnata,n dan kesehatan kerja di bidang
lingl<ungan kerja;
Melaksanakan perhitrrngan tingkat
kekerapan/frekwensi rate (FR) dan tingkat
keparahan/severity rate (SR) terhadap kecelakaan
kerja;
Melaksanakan perhitungan kecelakaan nihil di tempat
kerja;
Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan
perunda.ngan-undangan ketenagakedaan d.alam
Pemeriksaan tempat kejadian perkara;

31.

33.

34.

35.
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36. Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan
perundangan-undangan ketenagakerjaan dengan
pembuatan $urat Pemberitahuan Dimulainva
Penyidikan;

37. Melaksanakan penyidikan tindak pidana peratrrran
penrndangan-undangan ketenagakerjaan dengan
pemanggilan saksi- saksi;

38. Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan
perundangan-undarrgan ketenagakerjaan dengan
Pemanggilan Tersangka;

39. Melaksanakarr penyidikaa tindak pidana peraturan
penrndangan-undangan ketenagaketjaan dengan
pemeriksaan saksi-saksi;

40. Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan
penrndangan-undangarr ketenagakerjaan dengan
Pemeriksaan Tersangka;

41. Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan
penrndangan-undangan ketenagakerjaan dengan
Penyitaan barang atau dokumen melalui pengad.ilan;

42. MeLaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan
pemndangan-undangan ketenagake.Jaan dengan
Permintaan bantuan menghadirkan tersangka/saksi
ke Polri;

43. Melaksanakara penyidikan tindak pidana peraturan
perundangan-r:ndangarr ketenagakerjaan dengan
Pembuatan resune;

44. Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan
perundangan-undangan ketenagakerjaan dengan
Penyerahan berkas berita acara penyidikan ke
Kejaksaan melalui Polri;

45. Melaksanakan analisa/ kajian kecelakaan kerj a/ (pAK) ;
46. Melaksanakan analisa/kajian jaminan kecelakaan

kerja/PAK;
47. Melaksanakan pengkajian dan

permasalahan ketenagakerj aan ;

atau analisa

48. Melaksanakan pengkajian/analisa pelaporan
pemeriksaan dan/atau pengujian dari pemeriksaan
pengawasan ketenagakerjaan pertama;

49. Melaksanakan pembinaan tehnis/lanjutan
ketenagakerlaart terhadap tenaga keda;

50. Melaksanakan pembinaan tehnis/lanjutan

tehnis/lanjutan

ketenagakeg'aan terhadap pengusaha;

51. Melaksanakan pembinaan
ketenagakerjaar-tterhadaplernbaga/organisasi;
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52. Men5rusun pengembangan sistem pengawasan
ketenagakedaan, pengembangan sumber daya
marrusia pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat
konsep penyemprrrnaan/ modifikasi;

53. Men5rusun pengembangan sistem pengawasan
ketenagakerjaan, pengembangan kelembagaan
pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat
penyempurnaan / rnodifi kasi ;

54. Men5rusun pengembangan sistem pengawasan
ketenagakerjaan, pengembangan operasional
pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat konsep
penyempurnaan/ modifikasi; dan

55. Men5rusun pengembangan sistern pengawasan
ketenagakerjaan, Pengembangan ketatalaksanazrn
pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat konsep
penyempurnaan / modifi kasi.

c. Pengawas Ketenagakerjaan Madya:
1. Men5rusun rencana kerja pengkajian/analisa

pelaporan perneriksaan darr pengujian;
2. Men5rusr:n rencarra kerja pembinaan spesialis

ketenagakerjaan;

3. MenSrusun rencana kerja pengkajian/analisa
peratrrran perundang-undangan di bidang
ketenagakerjaan;

4. Melaksanakan pengujian ulang di bidang waktu kerja,
walrh: istirahat dan/ atau pengupahan;

5. Melaksanakan pengujian ulang di bidang jarnsostek
dan/ atau hubungan kerja;

6. Melaksanakan pengujian ulang di bidang pekerja anak
dan/atau perernpuan;

7. Melaksanakan pengujian ula4g di bidang penemparan
tenaga keda dan/atau pelatitran kerja;

8. Melaksanakan pengujian ulang di bidang instalasi
listrik dan atau petir;

9. Melaksanakan pengujian ulang di bidang lift;
1O. Melaksanakan pengujian ulang di bidang

penanggulangan kebakaran ;

11. Melalcsanakan pengujian ulang di bidang pesawat
angkat dan angkut;

12. Melaksanakan pengujian ulang di bid.ang pesawar
tenaga dan produksi;

13. Melaksana-kan pengujian ulang di bidang pesawar uap;
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14. Melaksanakan pengujian ulang di bidang bejana
bertekanan;

15. Melaks€rnakan pengujian ulang di bidang instalasi
pipa;

16. Melaksanakan pengujian ulang di bidang pekerjaan
konstruksi bangunan;

17. Melaksanalran pengujian ulang di bidang kesehatan
tenaga Ke{a;

18. Melaksanakan pengujian ulang di bidang instalasi
bahaya besar (major hazardl;

19. Melaksanakan pengr4jian ulang di bidang lingkungan
keda;

20. Melaksanakan pengujian ulang di bidang sara.na
pelayana5r kesehatan kerj a;

21. Melaksanakan pemeriksaan dan pengr4jian khtrsus di
bidang waktu kerja dan waktu istirahat;

22. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusr:s
dibidang pengupahan;

23. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus di
bidang jamsostek;

24. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus di
bidang hubungan kerja;

25. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus di
bidang kerja anak;

26. Melaksanakarr pemeriksaan dan pengujian khusus d.i
bidang keda perempuant

27. Melaksanakan perneriksaan dan pengujian khusr:s d.i
bidang penempatan tenaga kerja;

28. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian ktrusus di
bidang penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA);

29. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus di
bidang pelatihan kerja;

30. Melaksanakan pemeriksaan dan pengqjian khusus di
bidang Keselamatan Kerja;

31. Melaksanakan pemeriksaan dan pengpjian khusus di
bidang kesehatan kerja;

32. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus di
bidang lingkungan kerja;

33, Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus d.i
bidang Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (SMK3) ;

34. Melaksanakan tugas sebagai saksi ahli d.ipersidangan;
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35. Melaksanakan pengkajian/analisa pelaporan
pemeriksaan dan/atau pengujian dari pemeriksaan
dan/atau pengujian pengawas muda;

36. Melaksanakan pengkajian/analisa pelaporan
pemeriksaan dan/atau pengujian dari pemeriksaan
dan/atau pengujian pengawas ketenagakedaan
madya;

37. Melaksanakan pengkajian/analisa peraturan
penrndang-undangan di bidang ketenagakerjaatr;

38. Melakukan pengkajian kebijakan/pelaksanaan
pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan konvensi
ILO atau sta.ndar internasional lainnya;

39. Men5rusun pedoman, juklak dan/atau juknis
pengawasan ketenagakerj aan;

40. Menyusun profil pengawasan ketenagakerjaan pusat
dan daerah;

Men5rusun silabus/rnateri diklat pengawasan
ketenagakerjaan;

Men5rusun bahar-r ajar/modul diklat pengawasan
ketenagakedaan;

43. Men5rusun bahan sosialisasi/pen5ruluhan peraturan
perundang-undangan, pedomarr, juklak dan
juknis/yang berkaitan dengan kebijakan baru;

44. Melaksanakan pembinaan spesialis ketenagakerjaan
terhadap tenaga keq'a;

45. Melaksanakan pembinaan spesialis ketenagakerjaan
terhadap pengrrsaha;

46. Melaksanaka.n pembinaan spesialis ketenagakerjaan
terhadap Lernb aga / organisasi ;

47 . Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan yang berkaitan
dengan kebijakan baru;

48. Men5rusun pengemba=ngan sistem pengawasan
ketenagakerjaan, pengembangan sumber daya
manusia pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat
konsep baru/ pembentrrkarr;

49. Men5rusun pengembangan sistem pengawasan
ketenagakerjaan, pengembangan kelembagaan
pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat konsep
baru/ pembenhrkan;

50. Men5rusun pengemb€rngan sistem pengawasan
ketenagakeq'aan, pengembangan operasional
pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat konsep
baru/ pembenhrkan; dan

42.
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51. Menyusun pengembangan sistem pengawasan
ketenagakerjaan, pengembangan ketatalaksanaan
pengawasan ketenagakedaan yang bersifat konsep
baru/pembentukan.

Pasal 7

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat pengawas
Ketenagakerjaan yang sesuai dengan jenjang jabatannya
untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6, maka Pengawas Ketenagakerjaan lain yang satu
tingkat di atas atan: satu tingkat di bawah jenjang jabatannya
dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan
secara terLulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 8

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan sebagai berikut:

Pengawas Ketenagakerjaan yang rnelaksanakan tugas
Pengawas Ketenagakerjaan satu tingkat di atas jenjang
jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar
80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir
kegiatan.

Pengawas Ketenagakerjaan yang melaksanakan tugas
Pengawas Ketenagakerjaan satu tingkat di bawah jenjang
jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar
IOO%o (seratus persen) dari angka kredit dari setiap butir
kegiatan.

a.

b.

BAB IV
PENGANGKATAN DAI.AM JABATAN

Bagian Kesatu
Pejabat Yang Berwenang Mengangkat

Pasal 9

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam jabatan fungsional
Pengawas Ketenagakerjaan adalah pejabat yeng berwenang
sesuai dengan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama

Pasal 10

(1) Pengangkatan pertama pegawai Negeri Sipil dalam jabatan
fungsional Pengawas Ketenagakedaan harus memenuhi
syarat:
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a. benjazah paling rendatr Sarjana (Sl)/Diploma IV (DIV)
sesuai kualifikasi yang ditentukan;

b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang
ltr/ a;

c. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan
fungsional Pengawas Ketenagakerj aan ;

d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian
pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai baik
dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan

e. telah rnemiliki surat penunjukkan sebagai pengawas
Ketenagakerjaan oleh Menteri Tenaga Keda dan
Transrnigrasi.

(2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) untuk mengisi lowongan formasi jabatan fungsional
Pengawas Ketenagakerjaan melalui pengangkatan Calon
Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

(3) CPNS sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) paling larna 2
(dua) tahr:n sejak diangkat menjadi pegawai Negeri gipil
harus rnengikuti dan' lulus pendidikan dan pelatihan
fungsional Pengawas Ketenagakerj aan.

(4) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
paling lama 1 (satu) tahun setelah mengikuli dan lulus
pendidikan dan, pelatihan fungsional pengawas
Ketenagakerjaan harus diangkat dalarn jabatan fungsional
Pengawas Ketenagakerj aan.

(5) Kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada a5rat
(1) huruf a, meliputi:
a. Sarjana Teknik;
b. Sarjana Kesehatan Masyarakat;
c.

d.
Sarjana Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
Sarjana Kedokteran;
Sarjana Hukum;
Sadana Sosial Politik;
Sarjana Psikologi;
Sarj ana Administrasi/ Manaj emen/ Ekonomi;
DIV Teknik;
DIV Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
Sarjana/DlV lain yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi.

(6) Pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional pengawas
Ketenagakedaan dibuat menurut contoh formulir
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang

e.

f.

e.
h.
i.
j.
k.
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merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bersama ini.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Dari Jabatan Lain

Pasal 11

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain kE
dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dapat
dipertimbangkan sebagai berikut:
a. memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalarn

Pasal 10 ayat (1) dan ayat (5);

b. memiliki pengalarnan paling kurang 2 (dua) tahun di
bidang pengawasan ketenagakerjaan di buktikan dengan
surat keterangan dari pejabat yang berwenang;

c. memiliki kompetensi jabatan Pengawas Ketenagakerjaan
yang diperlukan; dan

d. r:.sia paling tinggi 50 (lirna puluh) tahun.
(2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan
pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan
sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

(3) Jumlah angka kredit sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan u.nsur
penunjang.

(4) Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ad.alah
angka kredit yang diperoleh berdasarkan penilaian sejak
melaksanakan tugas di bidang pengawasan
ketenagakerjaan sepanjang bukti fisik 1engkap dan butir
kegiatan yang diusulkan sesuai dengan tugas pokok
j abatan fi:n gsion al Pen gawas Ketenagakerj aan .

(5) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke
dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dibuat
menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan d.ari
Peraturan Bersama ini.

Pasal 12

Pegawai Negeri sipil sebagaimana dirnaksud dalam pasal 10
ayat (21 apabila yang bersangkutan belum diangkat dalam
;iabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan telah
diberikan kenaikan pangkat setingkat rebih tinggi, maka
pengangkatan dalam jabatan fungsional pengawas
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Ketenagakedaan dilakukan melalui pengangkatan perpindahan
dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional pengawas
Ketenagakedaan.

BAB V
PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 13

(1) untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit,
setiap Pengawas Ketenagakerjaan wajib mencatat dan
menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.

(2) Hasil catatan dan inventarisasi kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Daftar
usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) harus diusulkan
paling kurang 1 (satu) kali datam setahun.

Pasal 14

(1) Bahan penilaian angka kredit pengawas Ketenagakerjaan
disampaikan oleh pimpinan unit kerja paling rendah
pejabat struktural eselon IV yang bertanggung jawab di
bidang kepegawaian setelah diketahui atasan langsr:ng
Pengawas Ketenagakerjaan yang bersangkutan atam pejabat
lain yang ditunjuk, kepada pejabat yang berwenang
mengusulkan penetapan angka kredit.

(2) Pejabat yang berwenang menglrsulkan penetapan angka
kredit Pengawas Ketenagakerjaan rnenyarnpaikan usr:l
penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit.

(3) Usul penetapan angka kredit untuk pengawas
Ketenagakerjaan dibuat rnenurut contoh formulir
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III-A sarnpai
dengan Lampiran III-C yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bersama ini;

(4) setiap usul penetapan angka kredit pengawas
Ketenagakedaan harus dilampiri dengan:
a. surat pernyataan mengikuti pendidikan/Diklat yang

disahkan oleh pejabat yang berwenang mengesahkan
bukti-bukti mengenai ijazd'/surat randa Tamat
Pendidikan dan Pelatihan, dan atau
keterangan/Sertifikat/penghargaan yang pernah
diterima dibuat menurut contoh formulir sebagairnana
tercantr:m dalam Lampiran IV yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini;
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b. surat pernyataan melakukan kegiatan pembinaan dan
Pengawasan Ketenagakedaan dibuat menurut contoh
formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bersama ini;

c. surat pernyataan melakukan kegiatan pembinaan dan
Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan
dibuat menurut contoh formulir sebagairnana
tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peratr:ran Bersama ini;

d. .surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan
Profesi Pengawas Ketenagakerjaan dibuat menurut
contoh formulir sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bersama ini;

e. sr:rat pernyataan melalmkan kegiatan penunjang
Pengawas Ketenagakerjaan dibuat menurut contoh
formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran vIII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bersama ini.

(5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
trarus disertai dengan bukti fisik.

Pasal 15

(1) unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka
kredit terdiri dari:
a. Unsur utama; dan
b. Unsur penunjang.

(2) Unsur utama terdiri dari:
a. Pendidikan;
b. Pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan;
c. Pembinaan dan pengernbangan sistern pengawasan

ketenagakedaan; dan
d. Pengembangan profesi pengawas ketenagakerjaan.

(3) Unsur penunjang terdiri dari:
a. Pengaj ar/ pelatih di bidang pengawasan ketenagakerj aan;
b. Peran serta dalam seminar/lokakarya/ konferensi;
c. Keanggotaan dalam organisasi profesi;
d. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional

Pengawas Ketenagakerj aan;
e. Pengabdian masyarakat;
f. Keanggotaan dalam delegasi misi ketenagakerjaan;
g. Perolehan piagam/kehormatan/tanda jasa; dan
h. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya yang diakreditasi

diluar bidangnya.
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Pasal 16

(1) Setiap usul penetapan angka kredit Pengawas
Ketenagakerjaan harus dinilai secara seksarna oleh Tim
Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai angka kredit
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2OIO.

(2) Hasil penilaiari Tim Penilai sebagairnana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada pejabat yang berwenang
meneta.pkan angka kredit untuk ditetapkan angka
kreditnya.

Pasal 17

Penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional
Pengawas Ketenagake{aan dilakukan paling kurang 2 (dua)
kali dalam 1 (satu) tahr:n, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum
periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. r:ntr-rk kenaikan pangkat periode April angka kredit

ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang
bersangkutan; dan

b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober angka kredit
ditetapkan paling lambat pada br-rlan Juli tahun yang
bersangkutan.

Pasal 18

(1) Penetapan Angka Kredit Pengawas Ketenagakerjaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) ditetapkan
oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kred.it,
dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

(2) Asli Penetapan Angka Kredit disarnpaikan kepada Kepala
Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan
Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan
kepada:

a, Pengawas Ketenagakerjaan yang bersangkutan;

b. Sekretaris Tim Penilai Pengawas Ketenagakedaan yang
bersangkutan;
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c. Kepala Biro/Badan
Direktorat Jenderal
Ketenagakerjaan; dan

d. Pejabat lain yang dipandang perlu.

BAE} VI
PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT,

TIM PENILAI DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN
PENETAPAN ANGKA KREDIT

, Bagian Kesattr
Pejabat yqrLg Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 19

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kred.it:
a. Direkttrr Jenderal Pernbinaan PengawasSn

Ketenagakerjaan bagi Pengawas Ketenagakerjaan Madya,
pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang lV /b sampai
dengan Pengawas Ketenagakedaan Madya, pangkat
Pembina Utama Muda, golongan ruang IY /c di
lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
dan Prpvinsi, Kabupaten / Kota;

b. Sekretaris Direktorat Jenderal Pernbinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan bagi Pengawas Ketenagakerjaan
Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a
sampp-i dengan Pengawas Ketenagakerjaan Madya,
pangkat pembina, golongan ruang IY /a di lingkungan
Direktorat Jenderal Pernbinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan;

c. Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan
Provinsi yang bersangkutan bagi pengawas
Ketenagakedaan Pertama, pangkat penata Muda,
golonggn ruang TII/a sampai dengan pengawas
Ketenagakerjaan Madya, pangkat Pembina, golongan
ru€rng IY /a dilingkungan provinsi yang besangkutan;
dan

d. Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan
Kabupaten/Kota yang besangkutan bagi pengawas
Ketenagakedaan Pertama, pangkat penata Mtrda,
golongan ru€rng llI/ a sampai dengan pengawas
Ketenagakerjaan Madya, pangkat pembina, golongan
ruang IY / a dilingkungan Kabupaten/Kota yang
besangkutan.

(2) Dalam rangka tertib administrasi dan pengend.alian,
pejabat yang berwenang menetapkan angka kred.it harus
membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada

Kepegawaian Daerah/Sekretaris
yang membidangi Pengawas
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Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional
Badan Kepegawaian Negara.

(3) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit, spesimen tanda tangan pejabat
yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan
kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor
Regional Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 20

Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berhatangan
sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit sampai batas
waktu yang ditentukan dalam Pasal 17, artgka kredit dapat
ditetapkan oleh pejabat lain satu tingkat di bawahnya yang
secara fungsional bertanggungjawab di bidang pengawasan
ketenagakerjaan setelah mendapatkan delegasi atau kuasa
dari pejabat yang berwenang menetapkan angka kred.it.

Bagian Kedua
Tirn Penilai

Pasal 2 1

(1) Pejabat yang berwenang rnenetapkan angka kredit
sebagaimana dimaksud dalam Pasal L9 ayat (1) dalam
rnenjalankan kewenang€rnnya dibantu oleh :

a. Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Pengawas
Ketenagakerjaan Pusat bagi Direkttrr Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya
disebut Tim Penilai Pusat;

b. Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional pengawag
Ketenagakerjaan bagi Sekretaris Direktorat Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian
Tenaga Keda dan Transmigrasi yang selanjutnya
disebut Tim Penilai Unit Kerja;

c. Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional pengawas
Ketenagakerjaan Provinsi bagi Kepala Dinas yang
mernbidangi ketenagakerjaan provinsi yang
bersangkutan yang selanjutnya disebut Tim penilai
Provinsi; dan

d. Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional pengawas
Ketenagakerjaan Kabtrpaten/Kota bagi Kepala Dinas
yang membidangi ketenagakerjaan Kabupaten/Kota
yang besangkutan yang selanjutnya disebut Tim penilai
Kabupaten/Kota.
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(2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dibentuk lebih dari 1 (satu) Tim Penilai sesuai dengan
kebutuhan.

(3) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk,
penilaian angka kredit Pengawas Ketenagakerjaan dapat
dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atam
Tim Penilai Unit Kerja.

(4) Apabila Tim Penilai KabupatenfKota, belurn dapat
dibentuk, p€rilaian angka kredit Pengawas
Ketenagakerjaan dapat dimintakan kepada Tim penilai
Kabupaten/Kota lain terdekat atau Provinsi atam Tim
Penilai Unit Kerja.

(5) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan
oleh:
a. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan

Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga KEda dan
Transmigrasi, r:ntuk Tim Penilai Pusat;

b. Sekretaris Direktorat Jenderal Pernbinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi untr:.k Tim Penilai Unit Keq'a;

c. Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan pada
Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi;

d. Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan pada
Kabupaten/ Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/ Kota.

Pasal 22

(1) Syarat untrrk dapat diangkat menjadi Anggota Tim penilai,
yaitu:
a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama

dengan jabatan/pangkat Pengawas Ketenagakerjaan
yang dinilai;

Q. memiliki keahlian serta marnpu untuk menilai prestasi
keda Pengawas Ketenagakerjaan; dan

c. dapat aktif melakukan penilaian.
(2) Masa jabatan Anggota Tim Penilai sebagairnana dimaksud

pada ayat (1) yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat
kembali untuk masa jabatan berikutnya.

(3) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali
masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud
pada ayat (21, dapat diangkat kembali setelah rnelampaui
masa tenggangwaktu 1 (satu) masa jabatan.

(a) Dalam hal terdapat Anggota Tim penilai yang pensiun atau
berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim
Penilai mengusulkan penggantian anggota tim secara
defrnitif sesuai masa keda yang tersisa kepad.a pejabat yang
berwenang menetapkan Tim Penilai.
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(5) Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi
Pengawasan Ketenagakerjaan, unsur kepegawaian, dan
pej abat fungsional Pengawas Ketenagakerj aan.

(6) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
a, seor€rng Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
c. seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur

kepegawaian dinas; dan
d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.

(7) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c,
dikecualikan untuk lingkungan Kementerian Tenaga Kerja
dan Transmigrasi, dari u.nslrr kepegawaian Direktorat
Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerj aan.

(8) Anggota. Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
huruf d, untuk Tim Penilai dilingkungan Kementerian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi paling kurang 2 (dua) orang
dari pejabat fungsional Pengawas Ketenagakerjaan.

(9) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
huruf d, r:ntuk Tim Penilai dilingkungan Provinsi/
Kabupaten/Kota paling kurang 2 (dua) orang dari pejabat
fi,rngsional Pengawas Keteiragakerjaan dan paling kurang 1

(satu) orang dari unsur Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
Provinsi / Kabupate n / Kota.

(1O) Dalam hal komposisi jumlah anggota tim penilai
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) tidak
dapat dipenuhi, maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat
dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam
penilaian prestasi kerja Pengawas Ketenagakedaan.

(11) Tata. kerja Tim Penilai jabatan fungsional Pengawas
Ketenagakerjaan dan tata cara penilaian angka kredit
Pengawas Ketenagakerjaan ditetapkan oleh Menteri Tenaga
Keda dan Transmigrasi selaku Pimpinan Instansi pembina
j abatan fun gsional Pengawas Ke ten agakerj aan,

Pasal 23

(1) Tugas Pokok Tim Penilai Angka Kredit Pusat:
a. membantu Direktur Jenderal Pembinaan pengawasan

Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi dalam menetapkan angka kredit bagi
Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat pembina
Tingkat I, golongan ruang lV /b sampai pembina Utama
Muda, golongan ruang IV/c; dan

b. melaksa.nakan ttrgas-tugas lain yang diberikan oleh
Direktur Jenderal Pembinaan pengawasan
Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan
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Transmigrasi yang berhubungan dengan penetapan
angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(2) Tugas Pokok Tim Penilai Angka Kredit Unit Kerja:
a. membantu Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan

Pengawasan Ketenagakerjaan pada Kementerian Tenaga
Kerja dan Transmigrasi dalam menetapkan angka kredit
bagi Pengawas Ketenagakerjaan Pertama pangkat penata
Muda golongan ruang III/a sampai dengan pengawas
Ketenagakerjaan Madya, pangkat Pembina golongan
ruang lY/a di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan pengawasan
Ketenagakerjaan pada Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi yang berhubungan dengan penetapan
angka kredit sebagaimana dimaksud pada hr-rnrf a.

(3) T\:gas Pokok Tim Penilai Angka Kredit Provinsi:
a. membantu Kepala Dinas yang membidangi

ketenagakerjaan Provinsi dalam menetapkan angka
kredit bagi Pengawas Ketenagakerjaan Pertarna, pangkat
Penata Mr:da, golongan ruang III/a sampai dengan
Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat pembina,
golongan ruang IY /a yang berada di lingkungan
Provinsi; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan olelr
Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan
Provinsi yang berhubungan dengan penetapan angka
kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(4) Tugas Pokok Tim Penilai Angka Kredit Kabupaten/Kota:
a. membantu Kepala Dinas yang membidangi

ketenagakerjaan Kabupaten/Kota dalam menetapkan
angka kredit bagi Pengawas Ketenagakerjaan pertama,
pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai
dengan Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat
Pembina, golongan ruang IY / a yang berada di
lingkungan Kabupaten/Kota; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas yang rnembidangi ketenagakerjaan
Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan penetapan

.angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 24

(1) untuk membantu Tim Penilai d.alam melaksanakan
tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim penilai yang dipimpin
oleh seorang Ketua yang secara fungsional bertanggung
jawab di bidang kepegawaian.
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(2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dengan keputusan pejabat
yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 25

(1) Pejabat yang benvenang menetapkan angka kredit dapat
membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari
para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri
Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mernpunyai
kemampuan teknis yang diperlukan.

(2) Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan-saran
dan penflapat kepada Ketr:a Tirn Penilai dalam hal
memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus
atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.

(3) Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan bertanggung
jawab kepada Ketr-ra Tim Penilai.

(4) Pembentukan Tim Penlai Teknis hanya bersifat sementara
apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atam
kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga
Pejabat Yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit

Pasal 26

Pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit pengawas
Ketenagakerjaan, yaitu:
a. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan pengawasan

Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan
TYansmigrasi, Sekretaris Daerah Provinsi atau Kepala
Dinas yang membidangi ketenagakerjaan provinsi,
Sekretaris Daeratr Kabupatenf Kota atau Kepala Dinas yang
membidangi ketenagakerjaan Kabupaten/Kota kepada
Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, untuk
penetapan angka kredit Pengawas Ketenagakerjaan Madya,
pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan
pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang ly / c.

b. Pejabat Eselon III yang membidangi pembinaan jabatan
fungsional Pengawas Ketenagakerjaan kepada sekretaris
Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Keda dan
Transmigrasi untuk penetapan angka kredit pengawas
Ketenagakerjaan Pertama, pangkat penata Muda, golongan
ruang rlr/a sampai dengan Pengawas Ketenagakerjaan
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Madya, pangkat Pembina, golongan ruang lY /a, di
lingkungan Direktorat Jenderal Pernbinaan Pengawasan
Ketenagakedaan.

Pimpinan Unit Ke{a yang terkait paling rendah pejabat
eselon III yang membidangi pembinaan fungsional
Pengawas Ketenagakerjaan kepada Kepala Dinas yang
membidangi ketenagakerjaan Provinsi yang bersangkutan
untuk penetapan Angka kredit Pengawas Ketenagakerjaan
Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a,
sampai dengan Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat
Pembina, golongan ruang IV / a di lingkungan Provinsi.

Pimpinan Unit Kerja yang terkait paling rendah pejabat
eselon III yang membidangi pembinaan fungsional
Pengawas Ketenagakerjaan kepada Kepala Dinas yang
memlidangi ketenagakedaan Kabupaten/Kota untuk
penetapan angka' kredit Pengawas Ketenagakerjaan
Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang Ill/a,
sampai dengan Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat
Pembina, golongan ruang IY /a di lingkungan
Kabr.r.paten / Kota.

BAB VII
PENETAPAN ANGKA KREDIT, KENAIKAN JABATAN DAN

.. PANGKAT

Bagian Kesatu
Penetapan Angka Kredit

PasaL 27

Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal
L6 ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk
mempertimbangkan kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat
Pengawas Ketenagaterjaan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 28

Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi
oleh setiap Pengawas Ketenagakerjaan untuk kenaikan jabatan
dan kenaikan pangkat, terdiri atas:

a. paling rendah 80?6 (delapan puluh persen) angka kredit
berasal dari unsur u.tama; dan

b. paling tinggi 2O%o (dua puluh persen) angka kredit berasal
dari unsur penunjang.

d.
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Bagian Kedua
Kenaikan Jabatan

Pasal 29

(1) Kenaikan jabatan sebagaima.na dirnaksud dalam pasal 27,
dapat flipertimbangkan apabila:
a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan

untuk kenaikan,.jabatan setingkat lebih tinggi; dan
c. setiap unsur penilaian prestasi keda atau pelaksanaan

pekerjaan dalam Daftar penilaian pelaksanaan
Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1

(satu) tahun terakhir.
(2) Kenaikan jabatan Pengawas Ketenagakerjaan pertama

sampai dengan Pengawas Ketenagakerjaan Madya
ditetapkan oleh Pejabat Pernbina Kepegawaian instansi
masing-masing.

(3) Keputtrsan kenaikan jabatan dalam jabatan fungsional
Pengawas Ketena.gakerjaan setingkat lebih tinggi dibuat
menr-r.rut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam
Lampiran X yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan d.ari
Peraturan Bersama ini.

Pasal 30

(1) untuk meningkatkan kompetensi dan profesionarisme
Pengawas Ketenagakerjaan yang akan naik jabatan
setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji
kompetensi.

(2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
diatur lebih lanjut oleh Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi selaku pimpinan Instansi pembina jabatan
fungsional Pengawas Ketenagakerj aan.

Bagian Ketiga
Kenaikan Pangkat

Pasal 31

(1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud. d.alam pasal 27,
dapat dipertimbangkan apabila:
a. paling singkat 2 (dua) tahun ddam pangkat terakhir;
b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan

untuk kenaikan pangkat setingkat tebih tinggi; dan
c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian

pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar penilaian
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Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai
baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

(2) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki
jabatan Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat
Pembina Tingkat I, golongan ruang lV /b untuk menjadi
pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang ly /c
ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat
pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(3) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil pusat yang
. 
menduduki jabatan Pengawas Ketenagakerjaan pertama,
pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a r:ntuk menjadi
Penata Muda Tingkat I, golongan tuang lll/b sampai
dengan untuk menjadi Pengawas Ketenagakerjaan Madya,
pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV /b
diteta.pkan dengan Keputusan pejabat pernbina
Kepegawaian Pusat setelah mendapat persetujuan teknis
Kepa1a Badan Kepegawaian Negara.

(4) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah provinsi
yang menduduki jabatan Pengawas Ketenagakerjaan
Pertarna, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/auntuk
menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b
sampai dengan untuk menjadi Pengawas Ketenagakerjaan
Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV /b
ditetapkan dengan Keputusan pejabat pembina
Kgpegawaian Daerah Provinsi yang bersangkutan setelah
mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional
Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

(5) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah
Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan pengawas
Ketenagakerjaan Pertama, pangkat penata Muda, golongan
ru€rng III/ a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan
ruang III/b sampai dengan untuk menjadi pengawas
Ketenagakerjaan Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan
ruang rrr/d ditetapkan dengan Keputusan pejabat pembina
Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan
setelah rnendapat persetujuan teknis Kepala Kantor
Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

(6) Kenaikan pangkat 'Pegawai Negeri sipil Daerah
Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan pengawas
Ketenagakerjaan Muda, pangkat penata Tingkat I, golongan
ruang III/d untuk menjadi . 

pengawas Ketenagakerjaan
Madya, pangkat Pembina, golongan rllang Iy /a, sampai
dengan Pembina Tingkat I, golongan ruang rv /b ditetapkan
oleh Gubernur yang bersangkutan setelah mendapat
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persettrjuan teknis Kepala Kantor Regional Badan
Kepegawaian Negara y ar:g bersan gkutan.

Pasal 32

(1) Kenaikan pangkat bagi Pengawas Ketenagakerjaan dalam
jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan
apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat
yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-
r:ndangan-

(2) Pengawas Ketenagakerjaan yang memiliki angka kredit
melebihi angka kredit yang ditentukan r.rntuk kenaikan
jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka
kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan
j abatan / pangkat berikutnya.

Pasal 33

(1) Pengawas Ketenagakerjaan pada tahun pertama telah
rnemenrlhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan
untuk kenaikan jabatan/pangkat dalam rnasa jabatan/
pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedr.ra
diwajibkan menglrmpulkan paling kurang 2O%o (dua puluh
persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan
untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat tebih tinggi
yang berasal dari tugas pokok Pengawas Ketenagakerjaan.

(2) Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat pembina
Utama Muda, golongan ruang IY /c setiap tahun sejak
menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling
kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas
pokok Pengawas Ketenagakerj aan.

BAB VIII
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENURUNAN JABATAN,
PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN

DARI JABATAN

Bagian Kesatu
Pembebasan Sementara

Pasal 34

(1) Pengawas Ketenagakerjaan Pertama, pangkat Penata Muda,
golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas
Ketenagakerjaan Madya, pangkat Pembina Tingkat I,
golongan ruang IV /b, dibebaskan sementara dari
jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan
terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk
kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi pengawas
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Ketenagakerjaan yang jabatannya lebih rendah dari
pangkat yang dimiliki.

Contoh:
Sdri. Monica, SH, MH, pangkat Pembina Tingkat I,
golongan rr.ang II.r'/b terhitung rnulai tanggal 1-1O-2OO5,
jabatan Kepala Sub Direktorat Bidang Pengawasan
Ketenagakerjaan pada Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, dipindahkan kedalam jabatan fungsional
Pengawas Ketenagakerjaan Muda terhitung mulai tanggal
I-L2-2OO5 dengan angka kredit sebesar 210, mengingat
jabatan sdri. Monica, SH, MH, lebih rendah dari pangkat
yang dimiliki, maka apabila dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun sejak diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas
Ketenagakerjaan Muda yaitu L-12-2OO5 sampai dengan 1-
L2-2OLO tidak dapat mengumpulkan angka kredit
kumulatif untuk kenaikan jabatan sesuai pangkat yang
dimiliki yakni Pengawas Ketenagakerjaan Madya angka
kredit 55O, maka yang bersangkutan terhitung mulai akhir
bulan Desernber 2OLO dibebaskan sernentara dari jabatan
fun gsional Pen gawas Ketenagakerj aan j enj ang Muda.

(2) Pengawas Ketenagakerjaan Pertarna, pangkat Penata Muda,
golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas
Ketenagakerjaan Madya, pangkat Pernbina Tingkat I,
golongan ruang IV /b, dibebaskan sementara dari
jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan
terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas
Ketenagakerjaan yang akan mendapatkan kenaikan
pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
Contoh:
Sdr. Abiman)ru, SH, pangkat Penata Muda, golongan rLrang
l[l/a terhitung mulai tanggal 1-3-2OO5, bekerja pada Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, terhitung mulai tanggal
L-7-2OOS yang bersangkutan diangkat dalarn jabatan
fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Pertama dengan
angka kredit sebesar 11O, apabila dalam jangka waktr.r 5
(lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan fungsional
Pengawas Ketenagakerjaan Pertama yaitu L-7-2OO5 sampai
dengan I-7-2OLO tidak dapat mengumpulkan angka kredit
kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi
rnenjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b
dengan angka kredit 150, maka yang bersangkutan
terhitung mulai akhir bulan Juli 2010 dibebaskan
sementara dari jabatan fungsional Pengawas
Ketenagakerj aan Pertama.
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(3) Pengawas Ketenagakedaan Pertama, pangkat Penata Muda,
golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas
Ketenagakerjaan Madya, pangkat Pembina Tingkat I,
golongan ruang IV /b, dibebaskan sementara dari
jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat
terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif
r:ntuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi
Pengawas Ketenagakerjaan yang pernah rnendapatkan
kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

Contoh:
Sdr. Joko Sernbodo, ST, pangkat Pembina, golongan ruang
lY /a terhitung mulai tanggal L-4-2OOQ diangkat sebagai
pejabat fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Madya yang
bersangkutan pernah naik pangkat setingkat lebih tinggi
menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang lV /b terhitung
mulai tanggal l-4-2OO4 dengan angka kredit sebesar 600,
apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat
dalam pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV /b
yaitu L-4-2OO4 sampai dengan L-4-2OO9 tidak dapat
mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan
pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Utama
Muda golongan ruang IV/c dengan angka kredit 7OO, maka
yang bersangkutan terhitung mulai akhir bulan April 2OO9
dibebaskan sementara dari jabatan fungsional Pengawas
Ketenagakerj aan j enj ang M adya.

(4) Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat Pembina Utama
Muda, golongan ruang IY / c, dibebaskan sementara dari
jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan
dan pangkat terakhir tidak dapat mengumpr:lkan paling
kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari tugas pokok
Pengawas Ketenagakerjaan.

(5) Selain pembebasan sementara sebagairnana dirnaksr-rd pada
ayat (1), ayat (2), ayqt (3), dan ayat (4), Pengawas
Ketenagakerjaan dibebaskan sementara dari jabatannya
apabila:
a. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
b. ditugaskan seccrra penuh di luar jabatan fungsional

Pengawas Ketenagakerj aan ;

c. menjalani cuti diluar tanggungan negcrra; atam

d. menjalani trrgas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

(6) Pembebasan sementara bagi Pengawas Ketenagakedaan
sebagaimana dimalcsud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan
ayat (4), didahului dengan peringatan oleh pejabat penetap
angka kredit paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas
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waktu pembebasan sementara diberlakukan dibuat
menurtrt contoh formulir sebagaimana tercantum dalarn
Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bersama ini.

(7) Keputusan pembebasan sementara dari jabatan fungsional
Pengawas Ketenagakerjaan dibuat menurut contoh formulir
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bersama ini.

Bagian Kedua
Penurunan Jabatan

Pasal 35

(1) Pengawas Ketenagakerjaan yang dUatutri hukuman disiplin
tingkat berat benrpa pemindahan dalam rangka penurunan
jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan tugas sesuai
dengan jenjang jabatan yang baru.

(2) Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin
. sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan
jabatan yang baru.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Kembali

Pasal 36

(1) Pengawas Ketenagakeq'aan yang dibebaskan sementara
karena:

a. telatr 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat
mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan
bagi Pengawas Ketenagakerjaan yang jabatannya lebih
rendah dari pangkat yang dimiliki;

b. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat
mengu.mpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat
setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Ketenagakerjaan
yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertarna
sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

c. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat
mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan
pangkat setingkat lebih tinggr bagi Pengawas
Ketenagakerjaan yang pernah mendapatkan kenaikan
pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

d. tidak dapat mengumpulkan paling kurang 20 (dua
puluh) angka kredit dari trrgas pokok pengawas
Ketenagakerjaan bagi Pengawas Ketenagakedaan Madya,
pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang Iy / c.
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apabila telah mengumprrlkan angka kredit yang
ditentukan, diangkat kembali dalam jabatan Pengawas
Ketenagakerjaan.

(2) Pengawas Ketenagakerjaan yang dibebaskan sernentara
karena diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri
Sipil dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengawas
Ketenagakerjaan, apabila berdasarkan kepr_rtusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang
tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana
percobaan.

(3) Pengawas Ketenagakerjaan yang dibebaskan sementara
karena ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional
Pengawas Ketenagakerjaan, dapat diangkat kembali dalarn
jabatan Pengawas Ketenagakerjaan paling tinggi berusia
paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun.

(4) Pengawas Ketenagakerjaan yang dibebaskan sementara
karena menjalani cuti diluar tanggungan negara, dapat
diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Ketenagakerjaan
apabila telah selesai menjalani cuti diluar tanggungan
negara.

(5) Pengawas Ketenagakerjaan yang dibebaskan sementara
karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan,
dapat diangkat kembali dalam jabatan pengawas
Ketenagakerjaan apabila telah selesai menjalani tugas
belajar.

(6) Keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan pengawas
Ketenagakerjaan dibuat menurut contoh formulir
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang
menrpakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan
Bersama ini.

Pasal 37

Pengangkatan kembali ke dalam jabata.n pengawas
Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal g6
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Pengawas Ketenagakerjaan yang diangkat kembali ke

dalam jabatan jabatan Pengawas Ketenagakerjaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)
menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan
ditambah dengan angka kredit dari tugas pokok yang
diperoleh selama dalam pembebasan sementara;

b. Pengawas Ketenagakerjaan yang diangkat kembali ke
dalam jabatan Pengawas Ketenagakerjaan sebagairnana
dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2,), dan ayat (4)
menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki.



-36-

c. Pengawas Ketenagakerjaan yang diangkat kembali ke
dalam jabatan Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3), dan ayat (S)
menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan
ditambatr dengan angka kredit dari pengembangan profesi
yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara.

Bagian Keempat
Pemberhentian

Pasal 38

(1) Pengawas Ketenagakerjaan diberhentikan dari jabatannya,
apabila:

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak d.ibebaskan
sementara dari jabatannya sebagairnana dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (1), tidak dapat mengurnpulkan
angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih
tinggi bagi Pengawas Ketenagakerjaan yang jabatannya
lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan
sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan
angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih
tinggi bagi Pengawas Ketenagakerjaan yang akan
mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak
diangkat dalam jabatan terakhir.
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan
sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (g), tidak d.apat mengumpulkan
angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih
tinggi bagi Pengawas Ketenagakerjaan yang pernah
mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam
jabatan terakhir.

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan
sementara dari jabatannya sebagaimana dirnaksud
dalam Pasal 34 ayat (41 tidak dapat mengumpulkan
angka kredit yang ditentukan.

(2) Keputusan pemberhentian dari jabatan
Ketenagakerjaan dibuat menurut contoh
sebagaimana tersebut dalam Lampiran XIV
Bersamd. ini.

Pengawas
formulir

Peraturan

b.

c.

d.



-37-

Pasal 39

Pembebasan sementara, penurLlnan jabatan, pengangkatan
kembali, dan pemberhentian dari jabatan fungsionar pengawas
Ketenagakerjaan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
sesr:ai dengan peraturan perundang-undangan.

BAE} IX
PERPINDAHAN JABATAN

Pasal 40

untuk kepentingan dinas dan atau menambah pengetahrfan,
pengalaman, dan pengembangan karier, serta kompetensi
yang dimilikinya maka Pengawas Ketenagakerjaan dapat
dipindahkan ke dalam jabatan struktural atau fungsional
lainnya sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

(1) Pada saat Peraturan Menteri Negara pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun
2oro ditetapkan, Pegawai Negeri sipil yang belum memiliki
ijazah sarjana (sl)/Diploma IV yang menduduki jabatan
Pengawas Ketenagakerjaan pelaksana Lanjutan atau
Penyelia diangkat dalam jabatan pengawas
Ketenagakerjaan Pertama atau pengawas Ketenagakedaan
Muda dengan menggunakan angka kredit terakhir yang
telah ditetapkan.

(2) Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana d.imaksud pada
ayat (1) dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya
paling tinggi Penata Tingkat I, golongan ruang lll/d,.

(3) Pegawai Negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diangkat dalam jabatan pengawas Ketenagakerjaan
Madya, pangkat pembina, golongan ruang Iy / a, apabita
telah memperoleh ijazah Sarjana (Sl)/Diploma IV yang
sesuai dengan kualifikasi pendidikan y€ulg ditentukan.

Pasal 42

(1) Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41 ayat (1) paling lama tahun 2oL6 harus memiliki
ijaz,ah sarjana (sl)/Diploma IV sesuai dengan kualifikasi
yang ditentukan.
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(2) Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan
untuk memperoleh ijazan Sarjana (S1)/Diploma IV
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
terpenuhi, maka yang bersangkutan diberhentikan dari
jabatannya.

Pasal 43

Ketentuan uji kompetensi bagi Pengawas Ketenagakerjaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) paling lambat
berlaku mulai tahun 2OL4.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan pengawas
Ketenagakerjaan tidak dapat menduduki jabatan rangkap,
baik jabatan fungsional lain maupun jabatan struktural.

Pasal 45

Untuk menjamin adanya pers€unaan persepsi, pola pikir dan
kesatrran tindak dalam melaksanakan pembinaan pengawas
Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
selal,n: Instansi Pembina jabatan fungsional pengawas
Ketenagakerjaan, mempunyai kewajiban antara lain sebagai
berikut:

a. menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan jabatan
fungsional Pengawas Ketenagakedaan;

b. mengembangkan dan menetapkan metodologi, standar, dan
pedoman teknis Pengawas Ketenagakerjaan;

c. menetapkan pedoman formasi jabatan fungsional pengawas
Ketenagakerjaan;

d. menetapkan standar kompetensi Pengawas
Ketenagakerjaan;

e. mengusulkan tunjangan jabatan fungsional pengawas
Ketenagakerjaan;

f. mesosialisasikan Peraturan Menteri Negara pend.ayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan
Pengawas Ke tenagakerj aan se rta petunj uk pelaksanaannya;

g. menetapkan kurikulum pend.idikan dan pelatihan
fungsional/teknis fungsional bagi pengawas
Ketenagakedaan;
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h. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/
teknis bagi Pengawas Ketenagakerjaan;

i. mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional
Pengawas Ketenagakerj aan ;

j. memfasilitasi pelaksanaan jabatan pengawas
Ketenagakerjaan;

k. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi pengawas
Ketenagakerjaan;

l. memfasilitasi penJrusunan dan penetapan etika profesi
Pengawas Ketenagakerj aan;

m. melakukan monitoring dan evaluasi jabatan pengawas
Ketenagakerjaan; dan

n. Melakukan pembinaan terhadap Tim penilai pengawas
Ketenagakerjaan.

Pasal 46

Butir kegiatan Pengawas Ketenagakerjaan yang dilaksanakan
sebelum Perahrran Bersama ini ditetapkan, dinilai
berdasarkan Keputusan Menteri Negara pendayagunaan
Aparatnr Negara Nomor 35/KEP /M.PAN/3 /2oog tentang
Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Angka
Kreditnya masih tetap berlaku sampai dengan peraturan
Bersama ini ditetapkan,

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Ketentuan tlhis Peraturan Bersama ini diatur lebih lanjut
oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 48

Dengan berlalnrnya Peraturan Bersama ini, maka Keputusan
Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi d.an Kepala
Badan Kepegawaian Negara Nomor: Kp.1g9/MEN/2oog dan
Nomor: 25.B Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
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Pasal 49

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal $ Agustus 2012

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

fwut'
EKO SUTRISNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1J Agustus 2O1Z

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,

MUHAIMIN ISKANDAR

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2QT2 NOMOR 8T5
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LAMPIRAN I
PERATURAN BERSAMA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAN
KEPALA BADAN I@PEGAWAIAN NEGARA
TENTANC
KETENTUAN PEI,AKSANAAN PERATURAN MENTERI

NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 19 TAHUN 2O1O TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
DAN ANGKA KREDITI'IYA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
KETENAGAKERJAAN

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN
MENTERI/ GUBERNUR/ BUPATI /WALIKOTA*)

NOMOR :.,.'."."'........
TENTANG

PEN GA N G^}I^TAN PE R3A MA DA I,AM JABATA N PE N GAWAS KETE NA GAI(E RJAAN

MENTERI/ GUBEhNUR/ BUPATI /WALIKOTA,")

: a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal .,,....'.'."... Peraturan Menteri Negara
pendayagun."-tr ni"t.n r Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 19 Tahun 2010

tentani Jabatan 
'FungsionJ Pengawas Ketenagakerjaan dan Angka Kreditnya,

dipandang perlu untuk mengangftat saudara.....'. dalam jabatan

fungsional Pengawas Ketenagakerjaan;
b.

; l.

2.

3.

**)
**)

Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya'

Asli l(eputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya'

ditetapkan di ...................
pada Tanggal ....,...,..........

4,

5.

undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999;
i"i"n r""n pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2OlO;
iir"t rr"t pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
i;;;i;il Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor: 19 Tahun 2O1O;
Peraturan Bersama M'enteri Tenaga l(erja dan Transmigrasi dan I(epala Badan
I(epegawaian Negara Nomor .... "....';

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan
PERTAMA

I(EDUA
KETIGA
KEEMPAT

NIP.

TEMBUSAN:
1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2. I(eoala Badari'Kepe-lrawaian NegaraTl(antor Regional BI(N yang bersangkutan; *)

3. Keiala B I(D Provins-i/ Kabupaten / Kota atau Biro / B agian Kepe gawaian
instansi yang bersangkutan;*)

4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
S. i6ta[-I(ar6i Fetavandh Pcrben]datraraair Negara/I(epala Biro/Bagian I(euangan Daerah

yang bersanglnrtan;t)
6. Pejabat instansi lain yang berkePenungan'

") Coret yang tidak perlu.
tt) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.



LAMPIRAN II
PERATURAN BERSAMA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NPGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTEzu
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 19 TAHUN 2OIO TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
DAN ANGKA KREDITI\TYA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGI(ATAN PERPINDAHAN
DARI JAEIATAN LAIN KE DAI"AM JABATAN
FUNGS]ONAL PENGAWAS KETENAGAKER.IAAN

Menimbang ; a.

b.

Mengingat : l.

Menetapkan :

PERTAMA :

KEPUTUSAN
MENTERI/ GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA*)

NOMOR :........,..........
TENTANG

PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN I(E DALAM JABATAN
PENGAWAS KETENAGAKER.'AAN

MENTERI/ GUBERNUR/ BUPATI/WALII(OTA, *)

bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 19 Tahun 20lO tentang Jabatan Fungsional
Pengawas Ketenagakerjaan dan Angka lfteditnya, dipandang perlu mengangkat

l1lill : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : :. :1T i:::* :::'11i: :::::i::::::""'
.,.,,.....**);

Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2OO3 sebagaimana telah diubah dengan
Peratuian Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor: 19 Tahun 2O1O;
Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan I(epala Badan
Kepegawaian Negara Nomor ....,,..,;

MEMUTUSI(AN;

Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegarvai Negeri Sipil:
a, Nama
b, NIP
c. Pangkat/golongan ruang/TMT
d. Unit ke{a :

dalam jabatan .....,...,...
(...................).

dengan angka kredit sebesar

: : :: : ::::::: ::: :: :: : :: :; , ::: : ;.; 
. 

)

Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

z.

J.

4.

I(EDUA
I(ETIGA
I(EEMPAT

NIP.

TEMBUSAN:
1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2, I(epala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BI(N yang bersangkutan; *)
3. Kepala BKD Propinsi/Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian l(epegawaian

instansi yang bersangkutan;r)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/I(epala Biro/Bagian l(euangan Daerah

yang bersangkutan;')
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu,
"') Diisi apabila ada penambalran diktum yang dianggap perlu.



CONTOH
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGI(A KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENOAWAS KETENAGAKER.'AAN

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGI{A KREDIT

JABATAN PENGAWAS I(ETENAGAKERJAAN PERTAMA

'Nomor:

LAMPIRAN III-A
PERATURAN BERSAMA
MENTEzu TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
DAN KEPAT,A BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PET,AKSANAAN PERATURAN
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI NOMOR 19 TAHUN 2O1O TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
KETENAGAKERJAAN DAN ANGKA KREDITNYA

MASA PENILAIAN :

8u1an............. s/d Bulan.. Tahun.........

NO IGTERANGAN PERORANGAN

I Nama

2. NIP

3. Nomor Seri Kartu Pegawai

4. Tempat dan Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

6. Pendidikan yang diperhitungkan angka lceditnya

7. Jabatan Pengawas Ketenagal<erjaan / TMT

8. Masa Kerja golongan lama

Masa Kerja golongan baru

10. Unit Keda

NO

UNSURYANG DINII,AI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BLTTIR KEGIATAN
ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENII,AI
LAMA BARU JUMLAT LAMA BARU JUMI,AI:

I 2 3 4 6 8

I UNSUR UTAMA

I Pendidikan

Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazahlgelar
Doktor (S3)

2. Pasca Sa4'ana (S2)

J. Sarjana (S1) / Diptoma IV
B. Pendidikan dan pelatiban fungsional di bidang pengawasan

ketenagaketjaan serta mcmPcroleh surat tanda tamat pendidikan
dan pelatihan (STTPP)

I Lamanya lebih dari 960 jam

2. Lamanya antara 841 - 960 jam

J. Lamanya trntara 481 - 8a0Jam

14, Lamanya antara 161 - 48O jam

c. Lamanya antara 81 - 160 jan.

6. Lnmanya antara 30 - 80Jam

Pendldikan dan pelatlhan Pr4abatan

Diklat Prdabatan

2. Pembinaan dan pengawasan ketcnagakcrJaan



NO

UNSURYANG DINII,AI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENI'RUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENII"{I

LAMA BARU IUMLAE LAMA BARU JUMI"AH

I 2 3 4 6 7 I

Penpsunar-r rencana kegiatan Pengawasan Ketenagakerjaart

I Venyusun aan menelaah data obyek pengawasan
ketenagakerJaan

2. Menyusun rencana kerJa pemeriksaan obyek Pengawasar
ketenagake{aan

3, Menyusun rencarra kerja pcmblnaan dbsar ketenagakedaan

B. Pemeriksaan objek pengawasan ketenagakerjaan

I Melaksanakan pemcriksaan Pertama dan atau berka-la

{ r) )forma walcu kerJa dan walctut istirahat

(21 Norma pengupahan

(3) Norma hubungan kerja

(4) Norma jamsostek

(s) Norma pekerJa anak

(6) Norma pckerja perempuan

(71 Norma pcncmpatart tenaga kerja dalam negeri

(8) Notua pcnempatan tcnaga kerja ke luar negeri

(e) Norma penggunaan tenaga keg'a asing

(r0) Norma pelatihan kerja

(l r) Norma wajib lapor ketenagakerjaan

(r2) Norna keselarnatan kerja pesawat angkat dan angkut

(13) Norma keselanatan keda Pesawat uaP

(14) Norma keselamatan kerja bejana tekan

(15) Norma kesclq-atan kerja pesawat tenaga dan produksi

(16) Norma kcscla.matan kerja listrik

(L7l Norma keselarnatan kerja petir

(18) Norla kesblamatan keq'a lift

(le) Norma kesela.matan kerj a pekerj aan konstruksi
oangunan

(20) Norma penanggulangan kebakaran

(2r) Norma las

l22l Norma pelayanan kesehatan kerja

(23) Norma pemeriksaan kesehatan tenaga ke{a
(24l- Norma pcnyelenggaraan gizi kefa bagi tenaga kerja dan

atau makanan (catering)

(2sl Norma lingkungan keq'a

(261 Norma hlgiene pcrusahaan dan sanitasi

(271 Norma pengcnddian bahan berbahaya beracun

t28l Norma pengolahaa limbah industri

(2el Norma ergonomi

(30) Norma alat pelindung diri
(3U Norma kelembagaan kesela"matan dan kesehatan keda
(321 Norma tcBaga personil keselomatan dan kesehatan keda

(33) Sarana dan fasilitas keselematan dan kesehatan keda
(34) Norma SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan

Kesehatan Kerja)

Melaksanakan pemeriksaan Kecelakaan l(eda/ PAI(

c. Penyidikan tindak pidana kctcnagalccrJaan

Melaksanalan pcnytdikan undak Piclana peraturan
perundang-undangan ketenagakerjaan

Pembuatan laporan KeJadlan tindak pidana

3. Pembinaan dan Pengembatrgan Sistcm Pcngawasan Ketenagak9Daan

Pembinaan Pcngawasan KetcnagalcerJaan



NO

UNSUR YANG DINII,,AI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR I(EgIATAN
ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PEN LAI

LAMA BARU JUMI"AI: LAMA BARU JUMI,AH

I 2 3 4 J 6

Melaksanakan pembinaart dasar ketenagake{'aan terhadap:

a. Tenaga KerJa

b. Pengusaha

c. Lembaga/Organisasi

4. Pengembangan Profesi Pengawas KetenagakerJaan

A. Pembuatan karya tulis dan atau ka4/a ilmiah dibictang
pengawasan ketenagaletjaan

I Mcmbuat karya tults/ karya ilm{a6 di bidang
ketenagake['aan yang dipublikasikan

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

b. lalasr makalah ilEiah yang diketahui pimpinar unit

2. Membuat karya tults/karya ilmiah di bidang Pengawasan
ketenaga kedaan yang tidak dipublikasikan

a, dalam benilk buku
b. dalam bentuk makalah ilmiah yang diketahui pimpinan

a Membuat karya tulis/karya ilmiah dt bidang ketenagakerjaan
rasil gagasan sendiri yang dipublikasikan
a, dalam benturk butor yang ditetbitkan dan diedarkan

secara nasional

b. dalam bentuk makalatr tlrniah yang diketehui pimpinan

4. Membuat karya tulis/karya ilniafu di bidang Pengawasan
ketenagakerjaan hasil gagasan sendiri yang tidak
dipublikasikan

a. dalam bentuk buku
b dal"- bentuk makalah ilmiaft y61g diketahui pimpinan

Unit

J. Menyampaikan prasaran berupa gagasan tinjauan dan atau
ulasaa ilmiah di bidang ketenagakcrjaan dalam pertemuan
ilmiah

B. PenerJenahan/penyaduran buku dan atau karya ilmiah di bidang
pengawasan ketenagaketjaan

1 Menerjemahkan/menyadurkan buku di bidang
ketenagakedaan yang dipublikasikan:

a. dalam bcntuk buku yang diterbitkar dan diedarkan
secare nasional

b. dalarn makalatr ilmlah yang diketahui pimpinan unit
2. Mene{emahkan/menyadurkan buku dibidang

ketenagakerJaan yang tidalc dipublikasikan:
dalam bentuk buku

b. lalnn bcntuk makalah

JUMT,AH UNSUR UTAMA r S/D 4

ll. UNSUR PENUNJANG

Penunjang kegiatan pengawasan'ketenagakerjaan

A. Pengajar/pelatih dibidang pcngawasan ketenagakeq'aan
Mengqiar atau melauh (u biClang penga'\'vasan
ketenagakerJaan dan peraturan pcnrndangatr

B. Peran serta dalan seoinar/loka karya/konferensi
Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi ditingkat
internaslonal/ nasional, sebagai:

t. Pemrasaran

2. Moderator/pembahas/nara eumber

3. Peserta

I(canggotaan dalaro organtsasi profesi

Menjadi pengurus organlsasl profesi di bidang
<ctenagakerJaanl

I rhgkat naslonal sebagal pengurus



NO

UNSURYANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGTATAN

ANGIG KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL T IM PENILAI

LAMA BARU JUMLAE LAMA BARU JUMLAH

2 J o 7 8

2. Iingkat nasional sebagai anggota

3, tingkat Provinsi / Kabupaten/ Kota sebagai pengurus

+. tingkat Provinsi / Kabupaten/ Kota sebagai anggota

D, IGanggotaan Tim Penilai jabatan l\rngsional pengawas

ketenagake{aan

Menjadi anggota tim penilaijabatan fungsional pengawas

ketenagakerjaan

E. Pengabdian Masyarakat

Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat

F. Keanggotaan dala.ur delegasi misi ketenagalcerjaan

Menjadi anggota delegasl misi ketenagakerjaan di:

I tingkat internasional/nasional sebagai:

a. Ketua

b. Anggota

2. Iingkat Provinsi sebagai:

a. Ketua

b, Anggota

c. Perolehan piagan / kehormatan/ tandaiasa
I Memperoleh pengbargaan/ tanda j asa Satya Lancana

Karya Satya:

4. 30 tahun

b. 20 tahun

c. 10 tahun

2. memperoleh pengbargaan latnnYa

H, Perolehan gelar kesarJanaan lainnya yang diakreditasi

Memperoleh ijazah/gelat kesarjanaan lainnya yang tidak
sesuai dengan bidang tugasnya:

l. Doktor

2. Pasca Sa$ana

3. Sarjana/Diploma IV

JUMI.AH UNSUR PENUNJANG



Butlr Kegiatan Jenjang jabatan dl atas/dl bawah

2 3 4 5 6 7 8
I

JUMI,AH UNSUR UTAMA DAN UNST'R PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu
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m LAMPIRAN PENDI'KUNG DIIPAK :

l. Surat pemyataan melakukan kegiatan '..'...
2' Surat pernyata€ur melakukan kegiatan '..,...
3. Surat pemyataan melakukan kegiatan .......

4. Surat pemyataan melakukan keglatan pengembangan profesi

5. Surat pernyataan melakukan kegiatan pcnunjang

6. dan seterusnya

NIP.

,IV Catata|r Pejabat Pengusul :

1

2. ......

3.......
4. dan seterusnya

(jabatan )

(nama pejabat pengusul )

NIP.

v catatar Anggota Tlm Penllal :

1,......
2. ......
3..'.....
4. dan seterusnya

(Nama Penilai I )

NIP

(Nama Penilai II )

NIP

w Catatan Ketua Tlm Ponllal :

1....,..
2. ......
3. ......
4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai,

(Nama )

NIP.
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LAMPIRAN III-B
PERATURAN BERSAMA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
DAN KEPAI.A BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PEI.AKSANAAN PERATURAN
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI NOMOR 19 TAHUN 2O1O TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
KETENAGAKER-IAAN DAN ANGI(A KREDIT}IYA

CONTOH
DAFTAR USUL PENDTAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKER.'AAN

DAFTAR USUL PENETAPAN ANqKA KREDIT

JABATAN PENGAWAS I(ETENAGAKERJAAN MUDA

Nomor:

MASA PENILAIAN :

Bulan ............. s/d Bulan'......'...' Tahun.'...".'..'

NO KETERANGAN PERORANGAN

1 Nama

2. NIP

3. Nomor Seri Kartu Pegawai

4. Tempat dan Tanggal Lahir

5. Jenis Kelamin

6. Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

7. Jabatan Pengawas Ketenagakeljaan / TMT

8. Masa Kerja golongan lama

9. Masa I(erja golongan baru

10. Unit l(eg'a

NO

UNSURYANG DINII,AI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGIG KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

I,,AMA BARU JUMLAH t,AMA BARU JUMLAH

I 2 3 4 5 6 I

I. UNSUR UTAMA

t. Pendidikan
A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/ gelar

1. Doktor (S3)

2. Pasca Sadana (S2)

3. Sarjana (S1) / Diploma IV
EI Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan

ketenagakerjaan serta memperoleh surat tanda tamat
pendidikan dan pelatihan (STTPP)

t -amanya lebih dari 960Jam

2. Lamanya antara 841 - 96OJq-
3. Lamaoya antara 481 - 84OJam

4 Lamanya antara 161 - 48O jam

D. lamanya antara 81 - 160 jam

6, L€sranya antara g0 - 80 Ja,ct

c. Pendldikan dan pelatihan Pr4abatan

Diklat PrqJabatan

2. Pembinaan dan pengawasan ketenagaketjaan

A. PenJrusunan rencana kegiatan Pengawasan KetenagakerJaan

I UenJrusun dan menelaah data pengqJian obyek pengawasan
(etenagakerjean



NO

UNSURYANG DINII,AI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENII,AI

I,AMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

I 3 4 5 6 7 8

'2, Men)rusun rencana ke{a pengujian obyek pengawasan
ketenagakerjaan dan / atau keselarnatan dan kesehatan

3. Menyusun rencana kerja pembinaan teknis/ lanjutan
ketenagakerJ'aan

B. ?emeriksaan obJek pengawasan ketenagakerjaan

Melaksanakan pemeriksaan ulang :

I Norma Ketenagakctjaan

2. Norma Keselqmatan dan Kesehatan kerja

Pem eriksaan dan/ atau Pengujian obyek pengawasan
ketenagakerjaart

traetaicsanatcan pengujian pertama dan/atau berkala di

I waktu kerja dan walcttr istirahat
(21 Pengupatran

(3) Hubungan kerja

(4) Jnmsostek

(s) Peke{a anak
(6) Pekeda percmpuan

(71 Penempatan tenaga kerja

(8) Pelatihan kerja
(e) Instalsi Listrik dan atau pctir

(10) Lift
(11) Penanggulangan keba]<aran

(L2l Pesawat angkat dan arrtkut
(13) Pesawat tcnaga dan produksi

(14) Pesawat uap

(ls) Bejana bertckanan
(16) instalasi plpa
(t7l Pekerj aan konstnrlsi bangunan

(18) I(esehatan tenaga Kcrja

(le) Instalasi bahaya besar (major hazard)

(20l. Lingkungan kerl'a

(2r Sarana pclayanan kesehatan kerja
D. Perhihrngan dan penetapan obyck Pengawasan

I Melakganakan perhitungan dan/ atau penetapan objek
pengawasan ketenagakedaan meliputi bidang :

Walctu ke{a dan waktu lstirahat
b. Pengupahan

c. Jamsostek
'2, Melaksanakan perhitungan dalam rangka proses

pengesahan/ perizinan objek pcngawasan keselamata-n dan
kesehatan ke{a melipud bidang:

a, kesehatan kerja
b. keselarnatan kerja
c. lingkungan kerja

2 Metaksanakan perhitungan tlngkat kekerapan/frekwensi
rate (FR) dan tingkat keparahan/severity rate (SR) terhadap
kecclakaan kerJa

4. Melaksanakan perhitungan kecelakaan nihil di tempat
keria

E Penyidikan ttndak pidana ketenagakedaan
Mclaksanakan penyidikan ttndalc pidana peraturan
perundang-undangan kctenagalccdaan

1 Pemeriksaan tempat kejadlan Perkara

z. Surat Pemberitatruan dlnulalnya penyidikan
c Pemancdlan saksi - saksi
4. Pemanqgilan Tcrsangka
D. Pemeriksaan Saksl - Saksi

6. Pemeriksaan Tersangka
Penyitaan Barang atau dokumcn melalui pengadilan



-11 -

NO

I'NSURYANG DINII"AI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGIG I(REDI MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

LAMA BARU JUMt.AH LAMA BARU JUMLAH

2 3 4 6 7 I

I

8. Pcrmintaan bantuan menghadirkan tersangka/saksi
ke Polri

9. Pembuatan resume
t0. Penyerahan Berkas Bcrita Acara Penyidikan ke

Kej aksaar-r meldui Polrl

T Pengk4iian dan analisa ketenagalcetjaan

I Melaksanalan anallsa/kajian kecelakaan keq'a/penyakit
rkibat kerja (PAIQ.

z. Melaksanakan analisa/kajian jaminan kecelakaan
kerja/penyakit akibat kerja (PAK)

3. Melaksanakan pengkaJian dan atau analisa permasalahan
ketenagake4'aan

4. Melaksanakan pengkqjian/andisa pelaporan pemeriksaan
dar/atau penguJian dari :

Pemeriksaan Pcngawas KetenagakerJ'aan Pertama

3. Pembinaan dan Pengembangatt Sistem Pengawasan
KPler^oaketiaan

A. Pembinaan PcngawasaD Ketenagakerjaan
Melaksanalan penbinaan tehnis/lartjutaa ketenagakerjaar

I Ienaga Keda

2. Pengusaha
a Lembaga/Organisasi

B. Pengembangan Slstcm Pengawasan Ketenagakerjaan

MenJrusun pengeDbangan sistem pengawasan

1. Pengembangan SDM pengawasan ketenagakeriaatl
yang bersifat konsep penyempumaan/modiftkasi

2. Pengembangan kelenbagaan pengawasan
ketenagalerjaan yang bersifat konsep

3. Pengembangan operasional pengawasan
ketanagakerinen vanq bersifet konseo
Pengembangan ketatalaksanaan pengawasalr
ketenaqakcriaan konsco DenvemDurnaan /modifikasi

4. Pengembangan Profesl Pcngawas Kctenagakcrjaan
A Pembuatan karya tulis dan atau karya ilmiah dibidang

Dengawasan ketenasakeriaan
I Mcmbuat karya tulis/ karya ilmtah di bidang

ketenagakerl'aan yang dipublikasikan
a. ialarn beatuk buku yang diterbitkan dan diedarkan

secara nasional
b. lalam makalatr ilmlah yang diketahui pimpinan unit

2. Membuat karya tu[s/karya llmiah dt bidang pengawas€rn
kctenaga kerJaan yang tidak dipublikasikan

a. dalcm bcntuk buku
b. dalcm benhrk makalab ilmlah yang diketahui

3. Membuat karya tulis/karya ilmlah di bidang
ketenagakcrjaan hasil gagasan sendiri yang dtpublikasikan

a. dalam bentuk buku ya-ng diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

b Cala:a bentuk makalah ilmiah yang diketehui
4. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan

ketenagakeg'aan hasil gagasan sendiri yang tidak
dipublikaslkan

a. dale- benhrk buku
b. dalam bentuk makalah ilmiab yang diketahui

5. Menyampalkan prasaran benrpa Sagasan tiqjauan dan atau
rlrcan ilmlah dl bldang kotonagalcorJean dalam pcrtcmuan
.lmlatr

B. Penerjemahan/penyadurart buku dan atau karlra ilmiah di
bidang pcngawasan ketenagakerjaan

1. MenerX'emabkan/menyadurkan buku di bidang
ketenagalerJaan yang dipublikasikan:

a, dalaq bcntuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional



NO

UNSURYANG DINII,AI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

I 2 J o o 7 8

b. dalam makalah ilEtah yang diketahui pimpinan unit

2. Menedematrkan/menyadurkan buku dibidang
ketenagaketjaan yang tidak dipublikasikan:

a. lale- bentuk buku

b. lalam bcntuk makalatr

JUMLAH UNSUR UTAMA I S/D 4

II UNSUR PENUNJANG

Penunjang kegiatan pengawasan ketenagakerjaan

A. Pengajar/pelatlh dibidang pengawasan ketenagakedaan

Mengajar atau melatih di bidang pengawasan
ketenagakerJaan dan peraturan perundalgan

D. Peran serta dalao seminar /loka karya/ konferensi

Mengikuti semlnar/lokalarya/konferensi ditingkat
intemasional/ naslonal, sebagai:

1. Pemrasaran

2. Moderator/penbahas/nara sumber

3. Peserta

I(eanggotaan dalo- organisasi profesi

Menjadi pengurus organisasi profesi di bidaag
ketenasal(eriaan:

I Iinekat nasional sebagai pengurus

2. Tingkat naslonal sebagai anggota

3. Iingkat Provinsi / Kabupaten/ Kota sebagai pengurus

4, Iingkat Provinsi / Kabupaten/ Kota sebagai anggota

D. Keanggotaan Tim Penilai jabatan F\rngsional pengawas
ketenagakeg'aan

Menjadi anggota tim penilaijabatan fungsional pengawas
ketenagakerjaan

F Pen gabdian Masyaralcat

Melaksanakan kegiataD pengabdian masyarakat

Keanggotaan dalam delegasi misl ketenagake{aan

Vlenjadi anggota delegasi misi ketenagake4'aan di:

t. lingkat intemasional/nasional sebagai:

a. Ketua

b. qnggota

2. lingkat Provinsi sebagai:

a. Ketua

b. Anggota

u. Perolehan piagam / kehormatan/ tanda jasa
1 Memperoleh penghargaan/tanda jasa Sa$ra Lancana

IGrya Satya:

a. 30 tahun
b. 2O tatrun
.c. 1O tahun

2. memperoleh penghargaan lainnya

H. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya yang diakreditasi
Memperolch ijazah/gelar kesarJanaan lainnya yang tidak
sesuai dengan bidang tugasnya:

I Doktor

2. Pasca Sadana

3. Sarjana/Dtploma IV

JUML,AH UNSUR PENUNJANG



Butlr Keglatan JeaJang Jabatan dl atas/dl bawah

1 2 3 4 5 6 7 8

JUMTAH UNSUR UTAMA DAN IJNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yarg tidak perlu
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CONTOH
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGI(A KREDIT
JABATAN FTJNGSIONAL PENCAWAS KETENAGAKER"IAAN

DAF'TAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN PENGAWAS KSTENAGAKERJAAN MADYA

Nomor :

LAMPIRAN III-C
PERATURAN BERSAMA
MBNTEzu TENAGA I(ERJA DAN TRANSMIGRASI
DAN KEPAI,A BADAN I(EPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAI(SANAAN PERATURAN
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR I9
TAHUN 201O TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DAN ANGKA
I(REDITNYA

MASA PENILAIAN :

Bulm .........,.. s/d 8u1an..........., Tahun............
INSTANSI : ..............................

NO KETERANGAN PERORANGAN

I Nama

2. NIP

3. Nomor Seri Kartu Pegawai

4. Tempat dan Tanggal Lahir

5. Jenis Kclamin

6. Pendidikan yan g diperhitun gkan angka kreditnya

a Jabatan Pcngawas Ketenagakcdaan / TMT

8. Masa Kerja golongan lama

9. Masa Keda golorigan baru

10. Unit Kerja

NO

UNSUR YANG DINIT,AI

UNSUR. SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA I(REDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENII.qI
I.AMA BARU JUMLAH T.AMA BARU JUMLAH

I 2 3 4 6 7 8

I. UNSUR UTAMA

I Pendidikan
A Pendidikan sekolah dan mernpcrolch ij azah/ gelar

l. Doktor (S3)

2. Pasca Sag'ana (S2)

3. Sa{ana (S1) / Diploma IV
B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan

ketenagakerjaan serta memperolch surat tanda tamat
pendidikan dan pelatihan (ST.fPq

I Lamanya lebih dari 960jam
2. Lamanya antara 84 I - 960 jam

3. Lamanya antara 481 - 840jam
4. tmanya antara 16l - a80 jarr
5. -amanya antara 8l - 160 jam

o. ,arnanya antera 30 - SOJam

Pendidikan dan pclatihan Prqiabatan
Diklat Prqiabetan

z. Pembinaan dan pengawasan ketenagakedaan
A, Pcn)ruounEn rencana kegiatan Pcngawasan Kctenagakerjaan

I Mcn)ru sun rencana kcrja pcngkqiian / analisa pelaporan
pemerlksaan dan pengqJlan

2. Menyusun rencana kerja pcmblnaan spesialio
kctenagakcrjaan

3, Mcnyu sun rcncana kcrJa pengkqjian/ analisa peraturan
pcrundang-undangan di bldang kctcnagalrerjaan
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR I(EGIATAN

ANGKA KREDN MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENIIAI

I,AMA BARU JUMI,AH LAMA BARU JUMI,AH

I 2 3 4 o 6 8

B. Pemeriksaan objek pengawasatr ketenagakerjaan

Melaksanakan pengujian ulang di bidang

a. tr/aktu kerja, wajctu istiralrat dan/atau pengupahan

b. Jarnsootck dan/atau hubungan kcrja
Pekerja anak dan/atau peremPuan

A Penernpatan tenaga kerja dan/atau petatihan kerja

e, Instalasi listrik dan/atau petir
Lift

e. Penanggulangan kcbakaran

h. Pesawat angkat datt angkut

Pesawat tenaga dan produksi

J' Pesawat uap

k: Beiana bertekanan

l. instalasi pipa

Pekerj aan konstruksi bangunan

n. Kesehatan tcnaga Kerje

o, lnstalasi bahaya besar (mqior hazard)

p. Lingkungan kerja

q. Sarana pelayanan kesehatan kerja
2. Melaksanakan pcmeriksaan datr pcngujian khusus mengena

a. waktu kerja dan waktu istirahat

b. pengupahan

Jamsostek
A hubungan kcrja

Pekerja ar-rak

Pekerja pcrempuan

E. Pcnempatan tenaga kcrja
h. ?enggunaen TI(A

I ?elatihan ke{a
Keselamatan Kcrja

k. (esehatan kerja

t. .ingkungan kerja
m. SMK 3 (Sistem Manejemcn Kcselamatan dan Kesehatan

I(erja

c. Penyidikan tindak pidana kctcnagakerjaan

Melaksanakan tugas sebagai saksi ahli di persidangan

n ?engkqiian dan analisa kctenagakctjaan

I Mclaksanakan pengkajian/analiea pelaporan pemeriksaan
dan/atau pengqiian dari :
a. Pemerikeaen dan/atau Pengujian Pengawas

Ketenagakcdaan Muda
b. Pemcrikoaan dan/atau Pengujian Pengawas

Kctenagakedaan Madya
2. Melaksanakan Pcnekqiian/analisa peraturan Perundang-

undangan di bidang Kctenagakerjaan

3. Melakulcan Pengkqiian Kcbijakan/ Pclaksanaan Pengawasan
Ketenagakcrjaan scsuaj dcntan ILO dan/atau Standar
Intcrnasional lainnya

Penyueunan atau pcmbuatan pedomqn fi uklak/juknis dibidan g
pengawasan ketenagakcrjaan
I. menJrusun pcdoman, juklak dan atau juknis pengawasan

ketcnagakcrjaan.

2. menJrusun protil pcngawasan kctenagakedaan pusat dan
daerah

3 menJrusun silabus/m4teri diklat pengawasan
ketenagakerJaan

4. mcnJrusun baltan qiar/modul diklat pengawasan
ketcnagakedaan

5. menJru aun bahan sosialilasi/pon)ruluhart peraturan
pcrundang-undangan, pcdomqn, Juklak dan juknlt/ yeng
berkaitan dcngan kcbUakan baru



NO

UNSURYANG DINII,AI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEOIATAN

ANGKA I(REDIT MENURUT

INSTANSI PENCUSUL TIM PENII,AI

I.,AMA BARU JUM[,{H I.,AMA BARU JUMLAH

I 2 3 c 5 6 7 8

3. Fembinaan dan Pengcmbangan Sistcm Pengawasan
Kctenagakerjaart

Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan

1 tr{etat sanatcen pctnbinaan spcaialis kctcnagakerjaan
terhadap:

a. Tenaga Kerja

b. Pengusaha

Lembaga/Organisasl

2. melaksanalcan sosialigagi /pcnyuluhan yang berkaitan
:lengan kebijakan baru

B, Pcngernbangan Sistcm Pcngawaoatr Kctcnagakerjaan

MenJrusun pcngembangan sietcm Pengawesan
ketenagakerjaan

Pen gembangan SDM pen gawasan ketenagakerj aan yang
bersifat konsep baru/pembcntukan

b. Pengembangan kelembagaan Pengawasan
ketenagalccrjaan yang bersifat konscp
baru / pcmbcntukan

Pengcmbangan opcrasional Pengawasan
ketenagakcrjaan yang bcrsifat konscp
baru /pcmbentukan

d. Pengembangan ketatalaksatraan pengav/asan
ketenagakerjaan yang bersifat konsep
baru/pcmbcntukan

Pengembangan Profesi Pengawas Ketcnagakerjaan

{. Pembuatan karya tulis dan atau karya ilmiah dibidang
pengawasan kctenagakerjaan

Membuat karya tulis/. karya ilmiah di bidang
ketenagakerjaatr yang dipublikasikan

a. dalam bentuk buku yang ditcrbitkan dan diedarkan
secara nasional

b. dalam makalah ilmiah yang diketahui Pimpinan unit

2. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang Pengawasan
ketenaga kcrjaan yang tidak dipublikasikan

a. dalam bcntuk buku

b. dalam bentuk makalah ilmiah yang diketahui pimpinan
unit

3. Mcmbuat karya tulis/karya ilmiah di bidang
<etenagakerjaan hasil gagasan sendiri yang dipublikasikan:

a. dalarn bcntuk buku yang ditcrbitkan dan diedarkan
secara nasional

b. dalam bcntuk makatah ilmiah yang diketahui pimpinan
unit

4. Mcmbuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan
<etenagakerjaan hasil gagasan sendiri yang tidak
lipublikasikan
a, ddam bcntuk buku
b. dalam bentuk makalah ilmiah yang dikctahui pimpinan

Unit
c. Mcnyampaikan prasaran berupa gagasan tinjauan dan atau

ulasm ilmiah di bidang kctcnagakcrjaan dalam pertemuan
ilmiah

B. Pcnerjcmahan/pcnyaduran buku dan atau karlra ilrniah di
ridang pengawasan ketcnagakcdaan

Mcnerjemahkan/menyadurkan buku di bidang
ketenagakcrjaan yang dipublikasikan:

a. dalam bentuk buku yang ditcrbitkan dan diedarkan
secara naslonal

b. Calam makalah ilmtah yang dikclahul Pimpinan unit
2. MenerJemahlcan/mcnyadurkan buku dibidang

ketenagakcrJaan yang tidalc dlpubllkasikan:

a. da.lam bcnhrk buku
b, lalara bcntuk makdah

JUMIAH UNSUR UTAMA 1 9/D 4



NO

UNSURYANG DINII-AI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEOIATAN

ANOIG{ KREDIT MENURUT

INSTANSI PENOUSUL IIM PENIIAI

IAMA BARU JUMLAH IAMA BARU JUMLAH

3 4 c o 8

II, UNSUR PENUNJANG

Penunjang kegiatan pengawasan ketenagakerJaan

Pengajar/pelatih dibidang Pengawasan ketenagake{aan

Fengajar atau melatih di bidang pengawasan

ketenagakerjaan dan peraturan perundangan

D. Peran serta dalarn seminar I lokakatyal konferensi

Mengikuti oeminar/lokakarya/konfercnsi ditlngkat
internasional/ nasional, sebagai:

I Pemrasaran

2. Moderator/ pernbahas/nara sumber

? Peserta

c. Keanggotaan dalam organisasi profesi

Menjadi pengurus organisasi profesi di bidang
ketenagakerjaan:

I tingkat nasional scbagai pengurus

2. lingkat nasional sebagai anggota

3. tingkat Provinsi / Ikbupaten/ Kota sebagai pengurus

4. tingkat Provinsi / Kabupaten/ Kota sebagai anggota

D. Keanggotaan Tim Penilai jabatan F\ngsional pengawas

ketenagakedaan

Menjadi anggota tim pcnilaijabatan fungsional pengawas

ketenagakerjaan

)cngabdian Masyarakat

Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat

t|. Kean ggotaan dalam dclegasi mi oi ketcnagakerj aan

Menjadi anggota delegasi misi ketenagakeqjaan di:

I tingkat intemaslonal/nasiond scbagai:

a. Ketua

b, Anggota

2. tingkat hovinsi scbagai:

a. Ketua

b. Anggota

u. Perolehan piagam / kehormatan/ tandajasa
1 Mcmperoleh pcnghargaanltanda jasa Satya Lancan a Karya

Satya:

a, 30 tahun

b. 20 tahun

l0 tahun

z. memperoleh penghargaan lainnya

H. Perolehan gelar kesujutaan lainnya yang diakreditasi

Memperoleh [jazah/gclar kesujanaan lainnya yang tidak
sesuai dengdn bidang tugasnya:

I Doktor

2. Pasca Sarjana

3. Sarjana/Diploma IV

JUMIAH UNSUR PENUNJANQ



Butlr Keglatan JenJangJabatan dl atas/dl bawah

I 2 3 4 5 6 7 8

JUMTAH UNSUR UTAMA DAN UNSURPENUNJANG

") Dicoret yang tidak perlu



III LAMPIRAN PENDUKT'NG DUPAK :

l. Surat pernyataan melakukatt kegiatan ."'."
2. Surat pemyataan melakukan kegiatan ......'

3. Surat pernyataan mclakukan kegiatan ......'

4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi

5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang

6. dan seterusnya

NIP.

IV Catatqn PeJabat Poaguaul :

1. ......
2. ......

3.......
4. dm seterusnya

( jabatan )

(nama pejabat pengusul )

NIP.

v Catatan Arggota Tim Penllal :

l. ......

2. ......

3. ......

4. dan seterusnya

( Nama Penilai I )

NIP.

(Nama Penilai II )

NIP

VI Catatan Ketua Tln Peallal:

I. .,.,.,

2. ......

J.......

4. dan seterusnya

I(etua Tim Penilai,

NIP.

(Nama )
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I,AMPIMN IV
PERATURAN BERSAMA
MEMERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TEMANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR T9 TAHUN 2010 TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TEI,AH MENGIKUTI
PENDIDIKAN DAN PEI,ATIHAN PENGAWAS
KETENAGAKERJAAN

SURAT PERI'IYATAAN

TEI"AH MENGIKUTI PENDIDIIGN DAN PELATIHAN

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang
Jabatan
Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit kerja

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Ketenagakerjaan sebagai berikut:

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan Langsung

NIP.

No Uraian Kegiatan Tanggal
Satuan
Hasil

Jumlah
Volume
Kegiatan

Angka
Kredit

Jumlah
Angka
I(redit

Keterangan/

bukti fisik

2 3 4 5 o 7 8

I
2.
3.
4.
5.
dst
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LAMPIMN V
PERATURAN BERSAMA
MENTERI TENAGA I(ERJA DAN TRANSMIGRASI DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REF'ORMASI BIROKRASI NOMOR 19 TAHUN 2OLO

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
KETENAGAKERJAAN DAN ANGKA I(REDITI'TYA

CONTOH
SURAT PERI.TYATAAN TELAH MEI,AKUKAN
IGGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
KETENAGAI(ERJAAN

SURAT PERi'IYATAAN

MELAKUKAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN I(ETENAGAI(ERJAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

' Nama
NIP
Pangkat/ golongtrn ruang/TMT
Jabatan
Unit ke{a

Menyatakan bahwa:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit kerja

Telah melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan ketenagakedaan sebagai berikut:

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan langsung

NIP.

No Uraian I(egiatan Tanggal Satuan
Hasil

Jumlah
Volume
Kegiatan

Angka
Iftedit

Jumlah
Angka
Iftedit

Keterangan/

bukti fisik

2 3 4 5 o 7 I
I
2.
3.
4.
J.

dst
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LAMPIRAN VI
PERATURAN BERSAMA
MENTEzu TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 19 TAHUN 2OLO
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
KETENAGAKER^JAAN DAN ANGI(A KREDIT]'TYA

CONTOH
SURAT PERi'IYATAAN TEI,AH MELAKUKAN
I(EGIATAN PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN
KETENAGAI(ERJAAN

SURAT PERNYATAAN

MELAKUI(AN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM

PENGAWASAN KETENAGAKER.IAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

. Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama
NIP
Pan gkat/ golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit kerja

Telah melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sebagai
berikut:

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan Langsung

NIP.

No Uraian l(egiatan Tanggal Satuan
Hasil

Jumlah
Volume
I(egiatan

Angka
IGedit

Jumlah
Angka
Kredit

Keterangan/

bukti frsik

I 2 3 4 5 6 7 8
1

2.
3.
4.
5,

dst
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LAMPIRAN VII
PERATURAN BERSAMA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAN
IGPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAIGANAAN PERATURAN MENTERI
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROIGASI NOMOR 19 TAHUN 2O1O

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
KETENAGAKERJAAN DAN ANGIG IGEDITNYA

CONTOH
SURAT PERI'{YATAAN TEIAH MEI,AKUIGN
KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

SURAT PERI{"YATAAN

MELAKUKAN I(EGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit kerja

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagairnana mestinya.

Atasan Langsung

No Uraian l(egiatan Tanggal
Satuan
Hasil

Jumlah
Volume
Kegiatan

Angka
Iftedit

Jumlah
Angka
I(redit

Keterangan/

bukti fisik

I 2 3 5 o 7 8

2.
.).

D.

dst

NIP.
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LAMPIRAN VIII
PEMTURAN BERSAMA
MENTEzu TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG
KETENTUAN PEIAKSANAAN PERATURAN MENTERI
NEGAM PENDAYAGUNMN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI NOMOR 19 TAHUN 2O1O

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS

KETENAGAKER"IMN DAN ANGIG I(REDITI.I"YA

CONTOH
SURAT PERMATAAN TELAH MEI,AKUI{AN
KEGIATAN PENUNJANG PENGAWAS
KETENAGAKERJAAN

SURAT PERNYATAAN

MET,AKUKAN KEGIATAN PENUNJANG PEN GAWAS KETENAGAI(ERJAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit keda

Menyatakan bahwa:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit kerja

Telah melakukan kegiatan penunjang tugas Pengawas Ketenagakerjaan sebagai berikut;

No Uraian I(egiatan Tanggal
Satuan
Hasil

Jumlah
Volume
Kegiatan

Angka
Kredit

Jumlah
Angka
I(redit

Keterangan/

bukti fisik

I 2 3 A 5 o .7 8

1.

2.
3.
4.
c.

Dst

Demikian pernyataan ini dibuat unhrk dapat diperggnakan sebagaimana mestinya.

Atasan Langsung

NIP.
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LAMPIRAN IX
PERATURAN BERSAMA
MENTERI TENAGA I(ER.IA DAN TRANSMIGRASI DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
IGTENTUAN PEI,AI(SANAAN PERATURAN MENTEzu
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 19 TAHUN 2OTO
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
KETENAGAKER.TAAN DAN ANGI(A KREDITI.TYA

CONTOH
PENETAPAN ANGKA KREDIT

:

PENETAPAN ANGKA I(REDIT
NOMOR:

Instansi: Masa Penilaian: .......,.,....s/d........,..,......

Ditetapkan di ...............
Pada tanggal ..,,..,..........

ASLI disampaikan dengan hormat kepada:
I(epala BI(N Up, Deputi Bidang Informasi I(epegawaian Nama Lengkap

NIP............
TEMBUSAN disamoaikan kepada:
1. Pengawas Ketenagakerjaanyang bersangkutan;
2. Pimpinan Unit Keda yang bersanglortan;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersanglotan;
4, Pejabat Yang Benrcnang Menctapkan Angka lGedit.

I KETERANGAN PERORANGAN

L Narna

NIP

3 Nomor Seri KARPEG

4 Pangkat/ Golongan ruant TMT

5 Tempat dan Tanggal latrir

o Jenis Kelamin

Pendidikan yang diperhitungkan angka lceditnya

I Jabatan Fungsional/TMT

9 Masa Kerja Golongan
Larla

Baru

10 Unit Ke{a

PENETAPAN ANGI(A KREDIT LAMA BARU JUMLAH

l. UNSUR UTAMA
A Pendidikan

2) Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang
pengawasan.kctcnagal(ctjaan serta memperoleh surat
tendn tamet oendidikan dm oelatihm |STTPPI

3l Pendidikan dan oelatihan Pralabatan
B Pcmbinaan dan Pengawasan Ketenagakedaan

Pembinaqn dan Pcngeabangan Sistem Pengawasan

D Penserrebenrzan Profesi
Jumlatr Unsur UtaEa

2. UNSUR PENUNJANG

Penunianq T\rgas Pensawas Ketenagakeriaan
Ju:rrlah Unsur Penuniang

JUMI..AH UNSUR UTAMA DAN UNSUR FENUNJANG

III DAPAT DIPERTIMBA}.IGI(AN UNTUK DINAIKKAN DAI.AM JABATAN I
PANGI{AT /TMT



CONTOH
KEPUTUSAN KENAIIGN JABATAN DAT,AM
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
KETENAGAI(ER.IAAN

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
PERTAMA

an

LAMPIRAN X
PERATURAN BERSAMA
MENTERI TENAGA KER.IA DAN TRANSMIGRASI DAN
KEPAI,A BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAI(SANAAN PERATURAN MENTERI
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 19 TAHUN 2OIO
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
I(ETENAGAKERJAAN DAN ANGI(A I(REDITI\TYA

jabatan
sebesal

KEPUTUSAN
MENTERI/ GUBERNUR/ BUPATI/WALII(OTA*)

TENTANG

KENAII(AN JABATAN DAI"AM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS IGTENAGAKERJAAN

MENTERI/ GUBERNUR/ BUPATI /WALIKOTA,*)
: a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor: 19 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas
I(etenagakerjaan dan Angka lGeditnya dan Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan
Transmlgrasi Nomor ...... dan Nomor ...... tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2010
tentang Jabatan F\rngsiond Pengawas Ketenagakerjaan dan Angka Kreditnya dipandang perlu
untuk mengangkat Saudara......... dala- jabatan fungsional Pengawas
Ketenagakerjaan;o 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::: : .....:.::::::::::::: :: ::::::::::::::::::::::::;;i

l. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nonor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengal Peraturan
Pemerintafr Nomor 63 Tattun 2009;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 19
Tahun 2010;
Perahrran Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor,.,..,,..,.;

MEMUTUSI(AN:

Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama
b. NIP i
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : ....,.....,...,,,.,
d. Unit kcrja :

dari jabatan fungsional Pengawas l(etenagakedaan jenjang ke dalam

:::::':..Y ::.:::::.1"f.::'*iT j:j""' dengan angka kredit

::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::.:.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::: ;i
Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dala:n keputusan ini, akan diadakan
perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya
Asli Keputusan ini disanpaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui
dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di,.,.,.,,,,.,,......
pada tanggal

2.

J.

4

5.

KEDUA
KETIGA
KEEMPAT

NIP.

TEMBUSAN:
I. Menteri Tenasa Keria dan Tlansmisasi:
2. Kepala Badai'IGpe?awaian Negata--/Kantor Regional BI(N yang bersangkutan; *)

3. Kebala BKD Provinsi/ Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian I(epe gawaian
instansi vans bersanid<utanr*l

4. Peia.bat ianiberwendns meiri:tapkan aneka l,cedit:
5. Kepala ltant--or Pelayandr Perben:datrarariir NegaralKepala Biro/Bagian Keuangan Daerah

yang bersand<utan:'l
6. Peja-bat instdrsi lain yang berkepentingan.

-) Coret yang tidak perlu.
*1 Diisi apabila ada penambahan dikttrn yang dianggap perlu.
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LAMPIRAN XI
PERATURAN BERSAMA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROI(RASI NOMOR 19 TAHUN 2O1O
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
IGTENAGAKERJAAN DAN ANGKA I(REDITNYA

SURAT PERINGATAN

CONTOH
SURAT PERINGATAN

Nomor:

DARI
KEPADA YTH.
A[,AMAT
TANGGAL

1, Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa:

Nama
NIP
Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan
Unit kerja

""*::: :::::: :::T:: 1?;'Peringatan ini sudah tahun menduduki jabatan
belum memenuhi ketentuan angka kredit yang ditentukan sejumlah

2. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan AParatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor: 19 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas l(etenagakerjaan dan Angka
Kreditnya dan Peraturan Bersama Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor ...........dan diminta agar Saudara dapat memehuhi ketentuan angka kredit yang
dipersyaratkan.

Apabila Lidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Saudara akan dibebaskan sementara
dari Jabatan Pengawas Ketenagakeg'aan.

Demikian untuk dirnaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

pada tanggal

NIP.

3,

4.

Tembusan:
1. I(epala BI(N/.Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; r)

2, I(epala eiro/Aagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BI(D) yang bersangkutan; *)

3. Pimpinan unit keda Pengawas Ketenagakerjaan yang bersangkutan;
4. Pejabat lain yang dipandang perlu.

*) Coret yang tidak perlu.



-29 -

LAMPIRAN XII
PERATURAN BERSAMA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTEzu
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 19 TAHUN 2O1O

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
KETENAGAKER.'AAN DAN ANGI(A KREDITI'IYA

CONTOH
KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA

Menimbang :

Mengingat :

Menetapkan :

PERTAMA :

KEDUA
KETIGA

KEPUTUSAN
MENTERI/ GUBERNUR/ BUPATI /WALIKOTAI)

NOMOR : .............,...
TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

MENTERI / GUBERNUR/ BUPATI / WALIKOTA, *)

a, batrwa Saudara NIP ,............'."'.' jabatan pangkat/ golongan ruang
terbitung mulai tanggal berdasarkan keputusan pejabat yang

berwenang Nomor ......,.,,.. t4rg9a1 "..... ".....'... ;

l.

2.

3.

4.
5.

6.

babwa untuk tertib administrasi dan menjeni'l kualitas profesionalisme Pegawai Negeri
Sipil'dalam jabatan Pengawas Ketenagalcerjaan, dipandang perlu membebaskan sementara
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan darijabatan Pengawas Ketenagakeg'aan;

Undang-Undalg Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999;
Perqhrran Pemerintah Nomor 16 Tatrun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintatr Nomor 40 Tahun 201O;
peraturan Pemcrintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tatrun 2009;
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
Perahrran Menteri Negara Pendayagunaar Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor
19 Tahun 2010;
Peraturan Berscma Menteri Tenaga Keda dan Tlansmigrasi dan I(epala Badan Kepegawaian
Negara Nomor

MEMUTUSI(AN:

Terhitung mulai tanggal membebaskan sementara dari jabatan
Pengawas Ketenagakerj aan:
a, Nama
b. NIP
c. Pangkat/Golonganruang/TMT
d. Unit Keda

;ffi iil;;;; ;;'i"'"il;'il;; ;il;t ;' il; ;;;;;; ;;kan diadakan
perbaikar-r dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan !t| 6isqmpaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersalgkutan untuk
rliketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : ................,,.....
pada tanggal : ...........,............

NIP.

TEMBUSAN:

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2, I(epala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangftutan;*)
3. Pimpinan Instansl yang bersangkutsn;
4. Kepala BI(D Propinsl/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian

instansi yang bersangkutan;')
Pejabat yang berweneng mcDetapkan angka kredit;
Kepala l(antor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah
yang bersangkutan.t

Coret yang tidak perlu.
Diisi apabila ada penanbahan dikhrm yang dianggap perlu'

c.
6.

')*)



CONTOH
I(EPUTUSAN PENGANGKATAN I(EMBALI

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
PERTAMA

-30-

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BERSAMA
MENTERI TENAGA I(ER.TA DAN TRANSMIGRASI DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 19 TAHUN 2OLO
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
I(ETENAGAKER.IAAN DAN ANGIq I(REDIT}TYA

dengan angka kredit sebesar

KEPUTUSAN
MENTERI/ GUBERNUR/ BUPATI /WALII(OTA")

NOMOR :.......,..,.......
TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN PENGAWAS I(ETENAGAI(ERJAAN

MENTERI / GUBERNUR/ BUPATT / WALIKOTA, ")

: a. bahwa sebagai pelalcsanaan dari Pasal ..... Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reforrnasi Birokrasi Nomor: 19 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas
Ketenagakerjaan dan Angka lGeditnya, .lipandang perlu untuk mengangkat kembali Saudara

ddlqm jabatan Pengawas I(etenagakerjaan;

o 
.::...:.:,...:.....::......:.:.... .. :....,........::. . . . : :: :::...::;:::::::.:.:.;;;i

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undaag
Nomor 43 Tahun 1999;
PeraturaJa Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
PemeriDtah Nomor 63 Tahun 2009;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birolcrasi Nomor 19
Tahun 2010;

5. Peraturar Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Tlansmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor:

MEMUTUSI(AN:

: Terhitung mulai tanggal mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:

o

J.

KEDUA
KETIGA
KEEMPAT

NIP

TEMBUSAN:
1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
!. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)

3, Kepala FKD.Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro,/Bagian Kepegawaian
instansi yarig bersangkutan;rl

4. Pejabat yang berwenang mcnctapkan angka lrredit;
5. Kepal-a Kantor Pelayanan Perbcndabaraan Negara/Kepala Biro/Bqg'an Keuangan Daerah

yang bersangkutan;j
6. PeJabat instansi lain yang bcrkepentingen.

') Coret yang tidak perlu.
I Diisi apabila ada penanbahan diktum yang dianggap perlu.

a. Nama
b. NIP
c, Pangkat/golongan ruang/TMT
d, Unit keg'a

Dalq- jabatan
(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)

: ..,.,..,..,.,.... ...,...., **l
: ,,..,..,...,.,... ,,,..,......,,,,......,, **)
: Apabila kemudirln hari tcrnyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan

perbaikan dan perhitungan kernbali sebagaimana mestinya
AsU Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui
dan diindahkan sebagaimana mestinya,



CONTOH
IGPUTUSAN PERBERHENTIAN DARI
JABATAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

KEPUTUSAN
MENTERI / GUBERNUR/ B U pATr /WALTKOTA*)

NOMOR:

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PENGAWAS I(E"IENAGAKER.'AAN I(ARENA DIJATUHI HUKUMAN
DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN TEI"AH MEMPUNYAI I(EKUATAN HUI(UM TETAP/TIDAK DAPAT

Menimbang

MENGUMPULI{AN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN *)

MENTERI / GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA,T)

a, bahwa Saudara ..,.,..,,,..,;.,..,,.,.... NIP jabatan pangkat/golongan
nrang ,..,.,.,.... terhitung mulai tanggal berdasarkan keputusan pejabat yang
benrrenang Nomor ......... tanggal ,.,..telah dUatuhi-hukuman
disiplin tingkat berat/dinyatakan tidak dapat mengumpulkan a-ngka lrredit da1am jangka
walctu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara; r)

b. bahwa untuk tertib 4dminietrssi dan menjamin kuatitas profesionalisme pegawai Negeri
Sipil dalo- jabatan Pengawas I(etenagakerjaan, dipandang perlu memberhe.rtiLao negaix'ai
Negeri Sipil yang bersangkutan dari j abatan Pengawas Ketenagakerj aan.

I' Uadang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagainana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999;

2. Pcraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Pemerintah Nomor 4O Tahun 2010;

3. Peraturan Pemerinteh Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Pemerinthh Nomor 63 Talrun 2009;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

19 Tahun 2010;
6. Peraturan Bersama Menteri Tenaga I(erja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian

Ncgara Nomor ..,,.,,.,.,........ ;

MEMUTUSI(AN:

Terhitung mulai tanggal .... memberhentikan dengan hormat dari
jabatan Pengawas Ketenagakedaan:

Mengingat

a. Naffia
b. MP
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT
d. Unit Kerja

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA
KETIGA
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LAMPIRAN XIV
PERATURAN BERSAMA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAN
I(EPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PEI,AKSANAAN PERATURAN MENTERI
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI .BIROKRASI NOMOR 19 TAHUN 2OIO
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
I(ETENAGAKERJAAN DAN ANGKA KREDITNYA

ditetapkan di .,,...........,.....
pada tanggal

;;$ii; ffi;;;"#' ;;fi;';;;.p* ;;;ifi;;; ;;il;;1i, akan diadakan
perbaikan dan p erhitungan kembali sebagairnana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

NIP.

TEMBUSAN:
l. Menteri Tenaga Keria dan Transmiprasi RI:
?. 5?g,t_B_"lqt-{"_ry-elqan Ncgg{/Kanto; Resionar Br(N yang bersangkutan;").r. rtmplnan tnstansr yanc Dersanckutan:4. I(epqla BKD Propinsi/Rabupatein,/Kotd atau Biro/Bagian l(epegawaian instansi_ ya{rS bersangkuian;*fo, F€JaoatJang berw-enalg-mcnetapkan angka lcredit;o. Kepqrq Kantor Perbenclalrafaan dan Kas Ncgara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daeralyang bersangkutan.)

1*)
Coret yang tidak perlu.
Diisi apabila ada penarnbahan diktum yang dianggap perlu.


